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ABSTRACT 
 
 Nurul Fatia Kurniasi (B111 12 327), The Implementation Of ASEAN 
Economic Community In The Free Flow of Labour In The Differences Of 
The Legal System Amongst Members Of Association Of South East Asia 
Nation Countries. Guided by         Muh Ashri and Maskun. 
 
This research aims to find out the implementation of the ASEAN 
Economic Community in the differences of the legal order amongst ASEAN 
countries especially for the free flow of the labour and its mechanisms for 
solving problems might occur. This study is a literature research, through 
related data and books of the topic of research, it is also a field used field 
research by setting juncture interview from the competent parties.  
 
The results research shows that (1) Implementation of the free flow of 
labour as mentioned on by AEC is skilled labour under Blueprint result. 
ASEAN success to resolve substantive discussion on MRA as an effort to 
create harmonization and standardization the candidate of professionals 
labour for all of ASEAN parties, which is an improvement of AEC agreement 
in the field of employment. (2 ) AEC cannot be separated from ASCC and 
ASC as a part of ASEAN Community. The individual problems probably 
appear as an effect of the AEC implementation,but during this time ASEAN 
offer the problem-solving to the country which concerned as an 
implementation of non-interference principle. Therefore, the problem will be 
result us in the context of it where they take place and depend on the system 
of law. 
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ABSTRAK 
 
 
 Nurul Fatia Kurniasi (B111 12 327), Implementasi ASEAN 
Economic Community Pada Aliran Bebas Tenaga Kerja Dalam 
Perbedaan Sistem Hukum Antar Negara Anggota Association Of South 
East Asia Nation. Dibimbing oleh Muh. Ashri dan Maskun. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
ASEAN Economic Community dalam perbedaan sistem hukum antar negara 
anggota ASEAN terkhusus pada aliran bebas tenaga kerja beserta 
mekanisme penyelesaian masalah yang mungkin akan terjadi. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode ‘literature research’ atau melalui studi literatur yang 
juga dirangkaikan dengan metode wawancara dengan berbagai pihak yang 
berkompeten dalam penulisan skripsi ini. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Terkhusus pada 
implementasi aliran bebas tenaga kerja, bahwa yang dimaksud oleh AEC 
disini adalah tenaga kerja profesional yang berada di bawah aturan blueprint. 
ASEAN berhasil menyelesaikan pembahasan substantif mengenai MRA 
sebagai upaya menciptakan harmonisasi dan standarisasi calon tenaga kerja 
profesional untuk seluruh negara anggota ASEAN, yang merupakan 
penyempurnaan kesepakatan AEC di bidang ketenagakerjaan. (2) AEC tidak 
dapat dipisahkan dari ASCC dan ASC sebagai satu kesatuan ASEAN 
Community, kemungkinan munculnya masalah individu akibat dari 
implementasi AEC mungkin saja terjadi, namun sampai saat ini  ASEAN 
menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada negara yang 
bersangkutan sesuai dengan prinsip non-interfenrence. Oleh karena itu, 
tempat dimana terjadinya masalah maka disitulah diselesaikanya dan harus 
mengikuti sistem hukum pada negara tersebut. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pada abad ke-21, kegiatan masyarakat dunia dalam semua bidang 
semakin meningkat dan membawa implikasi pada perkembangan dalam 
gejala yang saling berkaitan di antara negara-negara di dunia. 
Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat 
masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, 
saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. 
Saling keterkaitan antar negara akhirnya, menimbulkan hubungan 
internasional1 satu negara dengan negara yang lain, khususnya pada 
perekonomian dunia dengan kebutuhan manusia yang semakin beragam 
manakala dihubungkan dengan interaksi bisnis yang terjalin di masyarakat 
modern. Implikasi ini telah merubah wajah perdagangan dunia menjadi 
bentuk bisnis dalam perkampungan global (business in global village). 
Kondisi ini digambarkan Daniel Davidson: “We are so economicially 
interpendent on one another that we so live in global village”.2 Riuh rendah 
aktivitas tersebut pada akhirnya juga merambah bidang hukum yang 
                                                          
1 Anak Agung Banyu Perwita, 2011, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, PT.Remaja Rosdakarya, 
Bandung, hlm.1. Hubungan internasional  merupakan ilmu yang mempelajari semua hubungan antar 
negara, dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur 
ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya.  
2 Syprianus Aristeus, 2014, Peluang Industri dan Perdagangan Indonesia dalam Pelaksanaan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal Recht Vinding Vol.3 No.2, hlm.146. 
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notabene diharapkan senantiasa adaptif dan reaktif dalam merespon segala 
bentuk perubahan dan tantangan perkembangan zaman. 
Hukum internasional merupakan ilmu yang berkaitan erat dengan 
tercapainya ketertiban dan perdamaian dunia dalam sistem kerjasama 
internasional. Hukum internasional merupakan norma-norma yang mengatur 
hubungan antarnegara, organisasi internasional, individu dan aktor lainnya.3 
Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari 
peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan 
antarnegara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat 
internasional. 
Pada era modern ini, negara adalah salah satu yang berperan penting 
dalam kegiatan hubungan kerjasama tersebut. Walaupun demikian, negara 
bukan hanya merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Keadaan 
ini disebabkan oleh berbagai perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 
internasional.  Salah satu subjek hukum internasional yang lain adalah 
organisasi internasional.  
Organisasi internasional4 tumbuh dikarenakan adanya kebutuhan dan 
kepentingan dari setiap negara maka dari itu prasyarat untuk mendirikan 
                                                          
3 Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika 
Global, PT. Alumni, Bandung,  hlm.5. 
4 Syahmin.AK, 1998, Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, CV. Armico, Bandung, 
hlm.15.  Menurut Boer Mauna, organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara 
yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-
organ dari perhimpunan itu sendiri. 
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suatu organisasi internasional adalah keinginan untuk bekerjasama secara 
internasional yang memberikan manfaat asalkan pendirian organisasi 
tersebut tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan negara anggotanya. 
Oleh karena itu, negara-negara yang berdaulat menyadari bahwa kehadiran 
organisasi internasional sangat penting bagi kelangsungan hubungan antar 
negara ataupun dalam memenuhi kebutuhannya. 
Asia tidak berbeda dengan kawasan lain di dunia. Peningkatan 
regionalisme di Asia harus dilihat dari perspektif dengan kecenderungan 
mengarah ke arah inisiatif kolabolasi regional skala dunia. Lambatnya proses 
liberalisasi dalam kerangka World Trade Organization (selanjutnya disebut  
WTO) dan gagasan bahwa perjanjian integrasi regional adalah upaya untuk 
mewujudkan perdagangan bebas global, telah menyebabkan terhadap suatu 
proliferasi dalam jumlah perjanjian Free Trade Area (selanjutnya disebut FTA)  
regional. Banyak FTA regional terwujud seperti apa telah ditetapkan oleh 
WTO-plus.5 Perlu dicatat bahwa gerakan menuju regionalisme telah berjalan 
di Eropa dan Amerika, tapi untuk Asia baru dimulai. Bahkan sebelum ASEAN 
Free Trade Area (selanjutnya disebut  AFTA) secara resmi dilaksanakan 
pada tahun 2003, negara anggota Association of South East Asia Nation 
(selanjutnya disebut ASEAN) mulai berbicara lebih lanjut tentang inisiatif 
integrasi ekonomi. 
                                                          
5 Haiyyu Darman Moenir, 2010, “Dampak Kemajuan Analisis Integrasi Ekonomi ASEAN”, Skripsi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, hlm.88. 
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Krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 sering dianggap sebagai 
penyebab langsung bagi peningkatan sistem perdagangan di Asia. Krisis 
yang terjadi menunjukkan bahwa ekonomi Asia  terkait erat  dan secara      
de facto integrasi di kawasan itu sudah mulai jauh lebih awal, sejak 
tahun1980-an, jaringan produksi telah muncul di kawasan Asia Timur, 
dengan perusahaan multinasional dari Jepang dan kemudian juga dari  
negara-negara industri baru, memindahkan beberapa kegiatan produksi 
mereka ke Asia Tenggara untuk mengambil keuntungan dari penawaran 
tenaga kerja murah.6 
Terlepas dari kesadaran bahwa ekonomi negara-negara Asia sangat 
saling ketergantungan. Para pemimpin Asia Timur juga berpikiran bahwa 
tidak lagi terdapat dukungan dari lembaga-lembaga internasional (khususnya 
International Moneter Fund yang selanjutnya disebut IMF) dan mitra dagang 
utama (Amerika Serikat khususnya) pada  kurun waktu krisis keuangan yang 
terjadi di kawasan selama tahun 1997-1998. Akibatnya, para pemimpin Asia 
Timur mulai mencari cara untuk mewujudkan perjanjian kerjasama formal 
integrasi ekonomi yang lebih dalam di kawasan pada akhir tahun 1990-an.7 
Meskipun krisis keuangan telah terjadi penyebab langsung, ada hal 
yang juga harus diperhatikan dalam melihat perkembangan dan memahami 
                                                          
6 Ibid. 
7 Ibid, hlm.89. 
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kemunculan sistem perdagangan di Asia Timur. Akhir Perang Dingin sangat 
penting dalam proses pemulihan hubungan dengan negara-negara bekas 
komunis di kawasan, yang sekarang semuanya menjadi negara ASEAN. Hal 
ini menjelaskan kenapa selama beberapa tahun terakhir, China dan ASEAN 
memiliki alasan yang baik untuk pertumbuhan kemitraan mereka. Semua 
kekuatan ini bersama-sama membuat momentum baik untuk memperdalam 
dan memperluas integrasi ekonomi di Asia Tenggara. 
 ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang tertutup (closed 
regional organization) karena keanggotaannya tidak terbuka untuk kelompok 
negara-negara lainnya.8 Keanggotaan ASEAN hanya negara-negara yang 
termasuk di dalam Kawasan Asia Tenggara. ASEAN telah diakui statusnya di 
dalam hukum internasional baik sebagai organisasi internasional maupun 
organisasi regional oleh karena telah memenuhi tiga syarat yaitu adanya 
aspek konstitutif, yuridis dan sosiologis. Berawal dari pertemuan di Bangkok 
yang dihadiri oleh para wakil dari lima negara  dan memutuskan untuk 
membentuk ASEAN tanpa perjanjian atau persetujuan yang akan diratifikasi 
oleh para anggotanya melainkan hanya dengan suatu deklarasi yang 
ditandatangani oleh masing-masing Menteri Luar Negeri dari kelima negara 
tersebut. Kemudian dilanjut dengan negara-negara yang ikut bergabung, 
                                                          
8 Sumaryo Suryokusumo, 1997, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, PT.Alumni, Bandung, 
hlm.83. 
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yaitu Brunei Darussalam (7 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos (23 
Juli 1997), dan Kamboja (16 Desember 1998).9 
 Sejak awal berdirinya, ASEAN bertujuan mempercepat pertumbuhan 
ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam 
perkembangannnya, kerjasama ekonomi ASEAN memerlukan suatu 
mekanisme yang lebih baik dengan dilaksanakannya Konferensi Tingkat 
Tinggi yang selanjutnya disebut KTT ASEAN I dan II di Bali pada tahun 1976 
dan di Kuala Lumpur (1977) yang membahas agar ASEAN memperkuat 
solidaritas politik dalam hubungan kerjasama ekonomi dengan 
menumbuhkan pandangan yang selaras. Selanjutnya, pada tahun 1992 
diadakan KTT ASEAN IV bertempat di Singapura, telah menandatangani 
Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation yang 
menjadi dasar terebentuknya kerjasama dalam bidang ekonomi sekaligus  
menandai dicanangkannya AFTA pada tanggal 1 Januari 1993 dengan 
Common Effective Preferential Tariff  (selanjutnya disebut CEPT).10 
Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam bentuk pengurangan  
dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan       
perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam 
                                                          
9 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2012, ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-20 Tahun 2012, 
Kementrian Luar Negeri, Jakarta, hlm.4. 
10 Ibid. 
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perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi 
perdagangan barang, tetapi juga investasi11.  
Kemudian ASEAN membentuk beberapa peraturan untuk menangani 
sengketa kerjasama ekonomi yang nanti terjadi khususnya di bidang 
perdagangan. Terkait dengan penyelesaian sengketa kerjasama ekonomi 
antar negara anggota ASEAN telah diatur Framework Agreement on 
Enhancing ASEAN Economic Coorperation Pasal 9, dinyatakan bahwa:12 
“Any differences between the Member States concerning the 
interpretation or application of the agreement or any agreements arising 
thereform shall, as far as possible, be settled amicably between the parties. 
Whenever necessary, an appropriate body shall be designated for the 
settlement or disputes.” 
Berdasarkan ketentuan tersebut, dibentuklah Protocol on Dispute 
Settlement pada tahun 1996 yang kemudian pada tahun 2004 dengan 
ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement  Mechanism. Meskipun 
penyelesaian sengketa di ASEAN telah diatur dalam perjanjian-perjanjian 
tertentu, selama perjalanannya sebagai organisasi regional, mekanisme 
tersebut tidak pernah diterapkan. Padahal, banyak sengketa antar negara 
anggota ASEAN yang terjadi. 
Negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam suatu sengketa 
lebih memilih untuk menggunakan lembaga lain di luar mekanisme 
                                                          
11 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2013, Menuju ASEAN Economic Community 2015, 
Kemendag, Jakarta, hlm.5. 
12 Hilton Tarnama Putra, 2011, Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses, 
Graha Ilmu, Jakarta, hlm.57. 
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institusional yang terdapat di dalam ASEAN.13 Selain itu, pada masa awal 
didirikannya, pilar dasar organisasi ini belum diperkuat oleh hukum. Unsur 
non-hukum yang mendominasi ASEAN itu sendiri dilihat berdasarkan 
perjanjian yang menjadi landasan dibentuknya perjanjian baru, misalnya saja 
perjanjian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa.  
Kesadaran akan penyelesaian sengketa telah ada di tahun 1971 yang 
tertuang dalam Declaration on the Zone Peace, Freedom and Neutrality 
(selanjutnya disebut ZOPFAN) kemudian dilanjutkan dalam Declaration of 
ASEAN Concord 1976 dimana negara anggota berkomitmen untuk 
melaksanakan settlement of intraregional disputes. Atas dasar itu dibuatlah 
tiga mekanisme utama penyelesaian sengketa di ASEAN yaitu Treaty of 
Amity and Cooperation in Southeast Asia (selanjutnya disebut TAC 1976), 
Protocol on Dispute Settlement Mechanism 1996 dan Protocol for Enhanced 
Dispute Settlement 2004.14 Ketiga mekanisme tersebut masih lemah dengan 
melihat deklarasi ASEAN 1967 sebagai landasan hukum terbentuknya 
instrumen tersebut.  
Pada bulan Desember 1977, para pemimpin ASEAN mengadopsi visi 
ASEAN 2020, yang dapat dianggap sebagai road map jangka panjang untuk 
ASEAN. Rencana mewujudkan pembentukan ASEAN Community pada 
                                                          
13 Ibid, hlm.109. 
14 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Op.cit, hlm.16. 
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tahun 2020, terdiri dari tiga pilar yang berbeda: ASEAN Economic Community 
(selanjutnya disebut AEC),  ASEAN Security Community (selanjutnya disebut 
ASC) dan ASEAN Socio-Culture Community (selanjutnya disebut  ASCC). 
Dalam Bali Concord II yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2003 selama KTT 
ASEAN kesembilan, para pemimpin ASEAN secara resmi menyatakan 
keinginan mereka untuk mewujudkan AEC. AEC yang dimaksudkan untuk 
menjadi pasar tunggal dan basis produksi, dengan pergerakan bebas barang, 
jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal lebih bebas. AEC juga 
dapat membantu perkembangan ekonomi yang merata di kawasan dan 
mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi-sosial pada tahun 2020.15 
Akhirnya, KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 yang telah 
menyepakati “Declaration on the Acceleration of the Establishment of an 
ASEAN Community by 2015”. Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, bulan 
Nopember 2007, yang menyepakati Blueprint for the ASEAN Economic 
Community yang selanjutnya disebut AEC Blueprint.16 
Dalam rangka mewujudkan AEC pada tahun 2015, seluruh negara 
ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi 
dan tenaga kerja secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, 
sebagaimana yang digariskan dalam AEC Blueprint. Tenaga kerja 
                                                          
15 ASEAN Secretariat, ASEAN Vision 2020, Jakarta, 15 Desember 1997. Diakses dari 
http://www.asean.org/?static_post=asean-vision-2020,  pada tanggal 31 Januari 2016. 
16 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Op.cit, hlm.7. 
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merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam peningkatan 
ekonomi ASEAN, dan setelah AEC terwujud maka dipastikan akan terbuka 
seluas-luasnya bagi warga negara ASEAN. Dimana para warga negara dapat 
keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain mendapatkan pekerjaan 
tanpa adanya hambatan di negara yang dituju.  
Selain itu, dengan membuat AEC, ASEAN bermaksud untuk 
menanggapi blok perdagangan regional lainnya dan juga para pemimpin 
ASEAN sangat berharap dapat mengintegrasikan pasar nasional dan pasar 
negara-negara anggota, sama halnya  Uni Eropa. Uni Eropa  merupakan 
organisasi antar-pemerintah dan supra-nasional, yang beranggotakan 
negara-negara Eropa sendiri. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di 
bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan perjanjian Maastrich) 
pada 1992.17  
Uni Eropa bersifat unik karena para negara anggota tetap menjadi 
negara-negara berdaulat yang independen, akan tetapi mereka 
menggabungkan kedaulatan mereka dan dengan demikian memperoleh 
kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Dalam praktiknya, 
penggabungan kedaulatan berarti negara-negara anggota mendelegasikan 
sebagian kuasa mereka dalam hal pengambilan keputusan kepada lembaga-
                                                          
17 Wikipedia, Uni Eropa, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa, pada tanggal 31 Januari 
2016. 
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lembaga bersama yang telah didirikan sehingga keputusan untuk masalah-
masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama dapat diambil secara 
demokratis pada tingkat Eropa.18 
Sedangkan dalam mengimplementasikan ASEAN Economic 
Community yang bercita-cita ingin seperti Uni Eropa sepertinya akan 
mendapat rintangan, khususnya pada aliran bebas tenaga kerja.  Piagam 
ASEAN dan Blueprint yang telah disepakati bersama untuk menghindari 
terjadinya masalah-masalah yang akan datang  belum dapat menyamai 
kedaulatan Uni Eropa, karena ASEAN tetap menerapkan penghormatan 
terhadap independensi,  kedaulatan dan non-intervensi bagi masing-masing 
negara anggotanya berbeda halnya Uni Eropa. Lebih jelasnya, masing-
masing negara ASEAN menggunakan sistem hukum yang berbeda-beda. 
Walaupun, mayoritas negara ASEAN sendiri telah menyadari bahwa 
pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan khususnya 
kerjasama internasional wajib dijaga. Namun secara tidak sadar perbedaan 
sistem hukum yang dianut oleh ASEAN akan menjadi batu sandungan 
dikemudian hari.  Masalah hukum yang cukup serius, dimana pelaku ekonomi 
bertindak berdasarkan hukum dan sistem hukum yang dimiliki negaranya 
masing-masing, yang berbeda dengan pelaku ekonomi lainnya, maka akan 
sangat mungkin terjadinya kesalahpahaman dan perselisihan di antara 
                                                          
18 Delegasi Uni Eropa, Sekilas Uni Eropa, Januari 2015, hlm.3. 
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pelaku ekonomi tersebut dan akan menghambat aktifitas ekonomi yang 
berlangsung di antara negara-negara ASEAN. 
Permasalahan ini pada akhirnya menimbulkan efek terhadap prospek 
pengimplementasian ASEAN Economic Community 2015. Bagaimana 
prospek pengimplementasian ASEAN Economic Community pasca 
berlakunya di akhir tahun 2015 ini sangat menarik untuk dikaji, khususnya 
terkait dengan perbedaan sistem hukum antar negara kawasan ASEAN, 
pada aliran bebas tenaga kerja dan mekanisme penyelesaian masalah dari 
proses implementasi yang berlangsung. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 
pokok permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah implementasi ASEAN Economic Community pada 
aliran bebas tenaga kerja dalam perbedaan sistem hukum antar 
negara anggota ASEAN? 
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian masalah yang mungkin 
akan terjadi dalam proses implementasi ASEAN Economic 
Community pada aliran bebas tenaga kerja? 
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C. Tujuan  
Adapun tujuan dari penulisan ini ialah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui implementasi ASEAN Economic Community  
pada aliran bebas tenaga kerja dalam perbedaan sistem hukum 
antar negara anggota ASEAN. 
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian masalah yang 
mungkin akan terjadi dalam proses implementasi ASEAN 
Economic Community pada aliran bebas tenaga kerja. 
 
D. Manfaat  
Adapun manfaat dari penulisan ini ialah sebagai berikut: 
1. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas 
lembaga perekonomian dan penentu kebijakan di bidang ekonomi 
baik nasional maupun internasional, serta pemerintah secara 
umum. 
2. Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam bidang 
perekonomian sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. 
3. Dapat diijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan 
lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian sejenis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Aspek Hukum Organisasi Internasional 
Sejak pertengahan abad ke-17, perkembangan organisasi 
internasional  tidak saja diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional 
yang kemudian melahirkan persetujuan-persetujuan, tetapi lebih dari itu telah 
melembaga dalam berbagai variasi dari komisi (commission), serikat (union), 
dewan (council) liga (league), persekutuan (commonwealth), masyarakat 
(community), kerjasama (cooperation), dan lain-lain.19 
 Dari aspek hukumnya, organisasi internasional lebih menitikberatkan 
pada masalah-masalah konstitusional dan prosedural, seperti wewenang dan 
pembatasan-pembatasan (restrictions) baik terhadap organisasi internasional 
itu sendiri maupun anggotanya sebagaimana  termuat di dalam ketentuan-
ketentuan instrumen dasarnya, termasuk di dalam perkembangan organisasi 
secara praktis. Berbagai contoh mengulas bahwa sesungguhnya organisasi 
internasional itu menghadapi masalah-masalah potensial yang berhubungan 
dengan sifat-sifat hukumnya yang mendasar (basic legal characteristic) baik 
dalam kaitannya dengan hukum internasional maupun hukum nasional yang 
menyangkut negara-negara anggotanya. Demikian juga di berbagai hal, 
organisasi internasional telah mengembangkan wewenang legislatif maupun 
                                                          
19 Sumaryo Suryokusumo, 1990, Hukum Organisasi Internasional, Penerbit UI, Jakarta, hlm.2. 
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kuasi legislatifnya serta mekanismenya untuk menyelesaikan suatu pertikaian 
yang menimbulkan masalah-masalah bersama yang bertalian dengan hak 
prerogatif dari negara anggota yang berdaulat, dan bagaimana suatu 
keputusan yang dibuat itu cukup adil serta efektif. Dalam beberapa hal, 
organisasi internasional juga dapat bertindak sebagai badan pembuat hukum 
yang menciptakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam berbagai 
instrumen hukum (treaty making powers).20 
Louis B. Sohn dalam menjelaskan aspek hukum organisasi 
internasional lebih membatasi pada hukum PBB, yang antara lain 
menyinggung tentang penafsiran Piagam PBB sebagai instrumen dasar, 
dengan melihatnya pada waktu piagam itu disusun dalam Konvensi San 
Fransisco tanggal 25-26 Juni 1945, khususnya mengenai perlunya 
memanfaatkan sebesar-besarnya badan PBB termasuk Mahkamah 
Internasional. Juga penafsiran-penafsiran hukum yang diberikan oleh 
Mahkamah Internasional misalnya tentang pembiayaan atau anggaran PBB, 
wewenang Majelis Umum tentang masuknya sesuatu negara baru dan lain-
lain.21 
 
 
 
                                                          
20 Ibid, hlm.10. 
21 Ibid, hlm.11. 
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1. Klasifikasi Organisasi Internasional 
Organisasi internasional dapat  diklasifikasikan berdasarkan 
waktu, ruang lingkup, keanggotaannya, sifat, serta fungsinya. 
Organisasi internasional berdasarkan waktunya terbagi atas 
organisasi permanen dan non-permanen. Perbedaan diantara 
keduanya dapat dilihat dari jangka waktu didirikannya organisasi 
internasional tersebut. Organisasi internasional permanen adalah 
suatu organisasi internasional yang didirikan untuk jangka waktu 
yang tidak terbatas, misalnya PBB. Sebaliknya, organisasi 
internasional non-permanen adalah organisasi internasional yang 
telah ditetapkan jangka waktunya, atau apabila tujuan dari 
organisasi tersebut telah tercapai.22 
Organisasi internasional berdasarkan ruang lingkupnya 
terbagi menjadi organisasi internasional publik (public international 
organization) dan organisasi internasional privat (private 
international organization). Organisasi internasional publik juga 
disebut sebagai organisasi antar-pemerintah atau yang anggotanya 
adalah negara-negara (intergovernmental organization). Tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mewakili 
                                                          
22 Wiwin Yulianingsih, 2014, Hukum Organisasi Internasional, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.20. 
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negaranya sebagai pihak dari organisasi internasional tersebut.23 
Syaratnya  bahwa organisasi tersebut harus didirikan berdasarkan 
perjanjian internasional, harus memiliki organ dan didirikan 
berdasarkan hukum internasional.24 Sedangkan organisasi 
internasional privat adalah organisasi internasional yang dibentuk 
atas dasar non pemerintah, karena itu sering disebut organisasi 
non pemerintah (non governmental organization yang selanjutnya 
disebut NGO) atau yang kita sebut juga sebagai lembaga swadaya 
masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta dengan 
organisasi internasional.25 NGO didirikan berdasarkan hukum 
internasional privat yang dalam hal ini sudah masuk dalam yuridiksi 
hukum nasional yang membidangi masalah privat, dan tunduk 
pada hukum nasional suatu negara. Ini berarti organisasi-
organisasi privat dicakup oleh hukum privat dan bukan hukum 
publik. Hukum privat yang dimaksud adalah hukum privat dari 
suatu negara sehingga organisasi internasional privat tersebut 
                                                          
23 Sumaryo Suryokusumo, 1993, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, PT.Alumni, Bandung, 
hlm.45. 
24Docslide, Klasifikasi Organisasi Internasional, hlm.1, diakses dari 
http://dokumentips/documents/klasifikasi-organisasi-internasional.html,  pada tanggal 6 Februari 
2016. 
25 Sumaryo Suryokusumo, 1993,  Op.cit, hlm.46. 
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tunduk pada hukum nasional. Sebaliknya, hukum internasional  
publik tunduk pada hukum  internasional.26 
Pengelompokan organisasi internasional berdasarkan 
keanggotaannya terbagi atas organisasi universal dan terbatas. 
Organisasi internasional ini bersifat global (universalitas) adalah 
organisasi internasional yang lebih memberikan kesempatan 
kepada anggotanya seluas mungkin tidak peduli apakah negara itu 
besar atau kecil, kuat atau lemah, karena itu prinsip persamaan 
kedaulatan merupakan faktor penting dengan menggunakan hak 
suara yang sama.27 Henry G. Schremer memberikan ciri umum 
bagi organisasi jenis ini tanpa membedakan sistem 
pemerintahannnya atau sistem ekonominya: pertama, secara pesat 
organisasi ini menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam    
level internasional/berkepentingan pokok (ultimate necessity) 
menyangkut berbagai aspek kehidupan internasional yang sangat 
luas yang diperlukan oleh semua negara seperti masalah cuaca, 
pelayaran, penerbangan dan sebagainya; kedua, dibangun atas 
dasar perbedaan pandangan politik, tingkat perekonomian, budaya 
serta perbedaan tahap kemajuan (heterogenity), dalam sifatnya 
bagi negara anggota yang mempunyai penduduk yang besar akan 
                                                          
26 Docslide, Op.cit. 
27 Sumaryo Suryokusumo, Op.cit, hlm.48. 
19 
 
mempunyai hak suara yang sama dengan negara yang 
penduduknya kecil.28 Sedangkan organisasi internasional terbatas 
merupakan organisasi internasional yang keanggotaannya 
didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu negara-negara yang 
mempunyai nilai-nilai yang sama, dengan kata lain organisasi 
internasional ini tidak akan menerima keanggotaan selain dari 
grupnya atau komunitasnya secara terbatas. Organisasi terbatas ini 
terdiri dari dua bagian, yaitu:29 
a. Organisasi regional merupakan organisasi yang 
dilatarbelakangi oleh letak geografis yang berada dalam 
satu wilayah. Organisasi regional memiliki kegiatan yang 
bersifat regional, serta keanggotaannya hanya diberikan 
kepada negara-negara tertentu saja, misalnya ASEAN, 
Eroupe Union (selanjutnya disebut EU). 
b. Organisasi  fungsional merupakan organisasi yang 
bertujuan untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang 
tertentu, misalnya European Economic Community 
(selanjutnya disebut EEC), dan AEC. 
                                                          
28 Ibid. 
29 Bambang Iriana Djajaatmadja, 2007, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.276. 
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Klasifikasi organisasi internasional berdasarkan sifatnya 
terdiri dari organisasi supranasional dan koordinatif.  Sedangkan, 
organisasi supranasional adalah organisasi internasional yang 
mempunyai wewenang membuat keputusan atau mengeluarkan 
peraturan yang langsung mengikat negara anggotanya atau 
perusahaan di negara anggota.30 Syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh suatu supranasional, yaitu:31  
a. Keputusan organisasi mengikat negara-negara. 
b. Alat perlengkapan yang berwenang mengambil 
keputusan tidak seluruhnya tergantung pada kerja sama 
seluruh anggota. 
c. Organisasi mempunyai kekuasaan untuk membuat 
peraturan yang langsung mengikat penduduk negara 
anggota. 
d. Organisasi harus mempunyai kewenangan untuk 
memaksakan keputusannya. Pelaksanaan keputusan 
bahkan tanpa kerja sama dengan pemerintah nasional 
negara anggota. Parlemen dan badan peradilan nasional 
boleh memaksa pemerintahnya untuk memenuhi 
kewajibannya terhadap organisasi internasional tersebut. 
                                                          
30 Wiwin Yulianingsih, Op.cit, hlm.31. 
31 Ibid, hlm.32. 
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e. Keuangan organisasi berasal dari dana yang dibayar 
oleh para negara anggota. 
f. Penarikan diri secara unilateral. 
Fungsi dan peranan organisasi internasional dalam 
hubungan internasional memiliki beberapa versi menurut para ahli 
Le Roy Bannet dalam bukunya “International Organization” 
mengemukakan bahwa:32 
“As adjunct of the state system, internasional organizations 
can and do play a number of significant roles. Their chief 
function is to provide the mean of cooperation among states 
in areas in which cooperation provides advantages for all or 
a large number of nations. In many cases they furnish not 
only a place where decisions to cooperate can be reached 
but also the administrative machinery for translating the 
decisions into action. Another function is to provide multiple 
channels of communication among governments so that 
areas of accommodation may be explored and easy access 
will be available when problem arise.” 
Dari penjelasan Lee Roy Bennet di atas, fungsi organisasi 
internasional dapat disimpulkan:33 
a. Sebagai sarana kerja sama antar negara dalam berbagai 
bidang yang mana kerja sama tersebut dapat memberi 
manfaat atau keuntungan bagi sejumlah negara. Sebagai 
tempat atau wadah untuk menghasilkan keputusan 
                                                          
32 Novita Riska Amaliah, 2012, “Kegagalan Liga Arab dalam Menyelesaikan Konflik di Suriah”, Skripsi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.11. 
33 Ibid, hlm.12. 
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bersama. Sebagai sarana atau mekanisme administratif 
dalam mengimplementasikan keputusan bersama 
menjadi tindakan nyata. 
b. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar 
pemerintah sehingga penyelarasan lebih muda tercapai. 
Clive Archer kemudian secara tegas membedakan antara 
peran dan fungsi organisasi internasional.34 Peran organisasi 
internasional menurut Clive Archer adalah: 
a. Instrumen (alat/sarana) yaitu untuk mencapai intensitas 
konflik, dan menyelaraskan tindakan. 
b. Arena (forum/wadah) yaitu berhimpun, berkonsultasi 
dan memprakarsai pembuatan keputusan  secara 
bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian 
internasional (convention, treaty, protocol, agreement), 
dan bertindak dalam kapasitasnya. 
c. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa 
merupakan aktor yang autonomous/mandiri dan 
bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi 
internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan 
kepentingan anggota-anggotanya. 
                                                          
34 Clive Archer, 1983, International Organization, George Allen and Unwin, London, hlm.136. 
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Selanjutnya, fungsi organisasi internasional menurut 
Acher,35 yaitu sebagai berikut: 
a. Artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-
negara anggota; 
b. Menghasilkan norma-norma (rejim); 
c. Rekrutmen; 
d. Sosialisasi; 
e. Perbuatan keputusan (role making); 
f. Penerapan keputusan (role application); 
g. Penilaian/penyelarasan keputusan (rule adjunction); 
h. Tempat memperoleh informasi; 
i. Operasionalisasi, misalnya pelayanan teknis, 
penyediaan bantuan, dan lain-lain. 
 
2. Subjek, Objek dan Sumber Hukum Organisasi 
Internasional 
Perlu ditegaskan dalam studi ini, bahwa yang merupakan 
subjek dari suatu sistem hukum hakikatnya semua yang dapat 
menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang diakui dan mempunyai 
kapasitas untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum tersebut. 
Dalam hukum organisasi internasional, hal ini meliputi semua 
                                                          
35 Ibid, hlm.152. 
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organisasi internasional, termasuk organisasi regional dan 
organisasi lainnya yang dapat digolongkan sebagai organisasi 
internasional. Personalitas dari subjek hukum organisasi 
internasional, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan 
ketentuan yang termuat dalam instrumen dasar yang dimiliki oleh 
organisasi internasional tersebut.36 
Organisasi internasional sebagai subjek dalam arti luas 
dimaksudkan bukan hanya organisasi yang dibentuk oleh negara-
negara (public international organization), tetapi juga yang dibentuk 
oleh badan-badan non-pemerintah (private international 
organization).37 
Objek hukum organisasi internasional meliputi negara baik 
sebagai anggota organisasi internasional maupun bukan, 
organisasi internasional maupun regional lainnya. Negara sebagai 
objek kedaulatannya menyangkut hak kedaulatan. Kedaulatan 
suatu negara mengandung arti bahwa negara itu mempunyai 
kapasitas internasional yang penuh dalam bertindak di tingkat 
internasional. Negara berdaulat dapat mengambil tindakan apapun 
selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 
internasional maupun ketentuan dalam instrumen pokok dari 
                                                          
36 Syahmin.AK, 1998, Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, CV. Armico, 
Bandung, hlm.30. 
37 Sumaryo Suryokusumo, 1990, Hukum Organisasi Internasional, Penerbit UI, Jakarta, hlm.12. 
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organisasi internasional diaman negara itu menjadi anggota, serta 
tidak mencampuri hak-hak negara lain.38  
Sumber hukum organisasi internasional terdiri dari 4 
(empat), yaitu:39 
1. Sebagai kenyataan historis tertentu, kebiasaan yang 
sudah lama dilakukan, persetujuan atau perjanjian resmi 
yang dapat membentuk sumber hukum organisasi 
internasional. Misalnya pada lima tahun masa jabatan 
Sekretaris Jenderal PBB merupakan kebiasaan 
internasional. 
2. Instrumen pokok yang dimiliki oleh organisasi dan 
memerlukan ratifikasi dari semua anggotanya, seperti 
Deklarasi ASEAN dan Piagam ASEAN. 
3. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai peraturan tata-
cara organisasi internasional beserta badan-badan yang 
berada di bawah naungannya, termasuk cara kerja 
mekanisme yang ada pada organisasi tersebut. Misalnya 
salah satu peraturan dalam sistem PBB yaitu Rules of 
Procedure of the Economic and Social Council 1975. 
                                                          
38 Ibid, hlm.19. 
39 Ibid, hlm.26. 
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4. Hasil-hasil yang ditetapkan oleh organisasi internasional 
yang wajib dilaksanakan oleh para anggotanya maupun 
badan-badan yang ada di bawah naungannya. Hasil-
hasil tersebut dapat berbentuk resolusi, keputusan, 
deklarasi atau rekomendasi. 
 
3. Status Hukum Organisasi Internasional 
Organisasi internasional dapat membentuk organisasi 
internasional yang lebih baru dalam rangka melaksanakan 
beberapa kegiatan yang lebih aktif lagi. Dengan dibentuknya 
organisasi internasional baru yang merupakan organisasi 
internasional generasi kedua, organisasi itu dapat menjalankan 
fungsinya secara bebas, apalagi mempunyai anggaran dasar dan 
tata cara sendiri.40 
 Jadi, salah satu aspek berdirinya organisasi internasional 
adalah aspek hukum karena mempunyai anggaran dasar, selain itu 
yang termasuk dalam aspek tesebut adalah personalitas 
hukum/yuridis. Suatu organisasi internasional yang dibentuk 
melalui suatu perjanjian dengan bentuk “instrumen pokok” apapun 
akan memiliki suatu personalitas hukum di dalam  hukum 
                                                          
40 Sumaryo Suryokusumo, Op.cit, hlm.109. 
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internasional.41 Oleh sebab itu, lahir pemikiran untuk menetapkan 
syarat-syarat konstitutional untuk dapat memiliki personalitas 
yuridis. Schermers berpendapat ada 3 (tiga) syarat yang harus 
dipenuhi, yaitu: dibentuk oleh suatu perjanjian internasional, 
memiliki organ yang terpisah dari negara-negara anggotanya, 
diatur oleh hukum internasional publik.42 
Saat ini pakar hukum internasional tidak lagi 
mempermasalahkan bahwa organisasi internasional mempunyai 
personalitas yuridis. Personalitas yuridis suatu organisasi 
internasional pada prinsipnya didasarkan atas pengakuan yang 
diberikan kepadanya, seperti yang dilakukan Mahkamah 
Internasional sepanjang menyangkut PBB, personalitas yuridis 
organisasi internasional umumnya dinyatakan dalam akte-akte 
konstitutif organisasi-organisasi internasional tersebut.43 Pada 
Pasal 104 Piagam PBB secara tegas memberikan dasar hukum 
bahwa PBB di negara-negara anggota dapat, menikmati kapasitas 
yuridis yang perlu bagi pelaksanaan fungsinya dan untuk mencapai 
tujuan-tujuannnya. Demikianlah sejak berdirinya PBB di tahun 
1945, kapasitas hukum yuridis ini telah menjadi hukum positif bagi 
organisasi-organisasi internasional. Dari penjelasan tersebut maka 
                                                          
41 Ibid, hlm.110. 
42 Boer Mauna, Op.cit, hlm.475. 
43 Ibid, hlm.476. 
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personalitas hukum organisasi internasional dapat dibedakan 
menjadi dua pengertian, yaitu personalitas yuridis dalam kaitannya 
dengan hukum nasional dan dengan hukum internasional.44 
Personalitas yuridis dengan kaitannya dengan hukum 
nasional dapat dilihat khusunya apabila suatu organisasi 
internasional akan mendirikan sekretariat tetap atau markas besar 
organisasi tersebut melalui perjanjian markas besar (headquarters 
agreement), misalnya perjanjian markas besar yang dibuat oleh 
PBB dengan Amerika Serikat, Belanda, Swiss, dan Austria; ASEAN 
dengan Indonesia. Pada umumnya perjanjian Markas Besar 
mengatur keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang dimiliki 
oleh pejabat sipil internasional, pembebasan pajak, dan 
sebagainya.45 
Personalitas yuridis dalam kaitannya dengan hukum 
internasional dapat diartikan bahwa organisasi internasional 
memiliki  hak dan kewajiban  berdasarkan hukum internasional. 
Hak dan kewajiban ini antara lain mempunyai wewenang untuk 
menuntut dan dituntut di depan pengadilan, memperoleh dan 
memiliki benda-benda bergerak, mempunyai kekebalan (immunity) 
dan hak-hak istimewa (privileges). Permasalahan mengenai 
                                                          
44 Wiwin Yulianingsih, Op.cit, hlm.39. 
45 Ibid. 
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personalitas yuridis yang  dimiliki oleh organisasi internasional 
pertamakali mencuat pada kasus Reparation for Injuries Suffered in 
the Service of the United Nations (Reparation for Injuries Case). 
Dengan munculnya kasus ini, personalitas yuridis yang dimiliki 
tidak diragukan lagi.46 
 
B.  Sejarah Terbentuknya ASEAN 
 Sebagai organisasi internasional ASEAN yang terdiri dari 10 negara 
anggota yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei 
Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Kesepuluh negara yang 
berada di kawasan Asia Tenggara ini bersama-sama berusaha mewujudkan 
kerjasama yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak. ASEAN  
didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Hal ini tersirat 
dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau biasa disebut juga dengan 
Deklarasi Bangkok  oleh para pendiri ASEAN, yakni Indonesia (Adam Malik), 
Malaysia (Tun Abdul Razak), Filipina (Narsisco), Singapura (S. Rajaratnam), 
dan Thailand (Thanat Khoman).47 Setelah kelima negara tersebut 
mengukuhkan dirinya dalam suatu wadah ASEAN, kemudian Brunei 
Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 
28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja 
                                                          
46 Ibid, hlm.40. 
47Djalinus Syah, 1988, Mengenal ASEAN dan Negara-negara Anggotanya, PT. Kreasi Jaya Utama, 
Jakarta, hlm.3. 
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pada tanggal 16 Desember 1998 menggenapkan saat ini anggota ASEAN 
menjadi 10 negara.48 
ASEAN berdiri dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang sangat 
mendasar yaitu Perang Dingin dan adanya konflik internal di kawasan Asia 
Tenggara. Saat itu telah terjadi ajang persaingan ideologi antar kepentingan 
kekuatan-kekuatan adidaya dunia disebabkan nilai strategis yang dimiliki 
kawasan Asia Tenggara secara geopolitik dan geo-ekonomi.49 
Latar belakang terbentuknya ASEAN ini dengan melihat sejarah 
kelima negara anggota pendiri ASEAN, yaitu:50 
1. Singapura dan Malaysia yang pernah dijajah Inggris. 
2. Filipina yang pernah dijajah Jepang dan Amerika Serikat. 
3. Thailand yang terikat dalam organisasi pertahanan dan keamanan 
South East Asia Treaty  (selanjutnya disebut SEATO) di tahun 
1954. 
4. Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda selama tiga setengah 
abad.  
Sehubungan dengan keadaan negara-negara anggota yang beraneka 
ragam, bentuk kerjasama untuk kawasan ini harus dilandasi dengan faktor-
faktor khusus yang merupakan faktor kebersamaan untuk semua anggota, 
                                                          
48 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2012, ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-20 Tahun 2012, 
Kementrian Luar Negeri, Jakarta, hlm.2. 
49 Ibid. 
50 Syahmin AK, Op.cit, hlm.209. 
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sehingga ASEAN dapat berkembang sebagai organisasi regional yang 
efektif. Bentuk kerjasama pada tahap awal adalah dalam bidang ekonomi dan 
budaya. Adapun faktor-faktor yang mendorong ASEAN bergerak dalam 
bidang ekonomi dan budaya, yaitu:51 
1. Bidang-bidang kerjasama ekonomi dan budaya itu mempunyai 
unsur-unsur persamaan yang lebih banyak dibandingkan dengan 
unsur lainnya yang bersifat politis dan militer. 
2. Pengalaman pahit di masa lampau seperti pengalaman kerjasama 
regional MAPHILINDO yang bersifat politik dan SEATO yang 
bersifat militer terhambat karena terdapat perbedaan orientasi 
politik dan pertahanan keamanan negara anggotanya. 
3. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tidak terikat 
oleh suatu ideologi dan politik negara manapun. 
4. Semua negara anggota ASEAN sepakat bahwa ancaman yang 
akan dihadapi adalah subvensi dan infiltrasi, bukan suatu agresi 
yang bersifat terbuka. Maka senjata yang paling ampuh dalam hal 
ini adalah stabilitas dan pembangunan ekonomi. 
5. Persekutuan militer hanya akan menarik oposisi dan menimbulkan 
suatu situasi dimana dunia dibagi dalam kawan dan lawan. 
                                                          
51 Ibid, hlm.211. 
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Situasi persaingan, pengaruh ideologi dan kekuatan militer yang dapat 
melibatkan  negara-negara di kawasan Asia Tenggara ke dalam konflik 
bersenjata yang mengganggu stabilitas kawasan mendorong para pemimpin 
negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menciptakan suasana yang 
aman dan damai. Dengan kondisi aman dan damai memungkinkan 
terbentuknya suatu kerja sama yang dapat meredakan sikap saling curiga di 
antara negara anggota serta mendorong usaha pembangunan bersama di 
kawasan. 
Berkenaan dengan keanggotaan ASEAN, Timor Leste yang secara 
geografis terletak di wilayah Asia Tenggara secara resmi telah mendaftarkan 
diri sebagai anggota ASEAN pada tahun 2011. Ihwal keanggotaan Timor 
Leste tersebut masih dalam pembahasan kesepuluh negara.52 
 
C. Instrumen Pokok ASEAN 
1. Deklarasi ASEAN  
Deklarasi ASEAN atau yang biasa disebut dengan Deklarasi 
Bangkok menjadi siratan berdirinya suatu organisasi di kawasan Asia 
Tenggara. Pada dasarnya, misi ini akan diperjuangkan ASEAN untuk 
menciptakan kawasan Asia Tenggara dalam suasana penuh rasa 
persahabatan, kedamaian dan kemakmuran. Untuk mencapai misi 
                                                          
52 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Op.cit., hlm.4. 
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tersebut dibuatlah maksud dan tujuan ASEAN didirikan yang 
dirumuskan dalam Deklarasi ASEAN, yang berbunyi sebagai berikut:53 
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta 
pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha 
bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan 
untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-
bangsa Asia Tenggara yang sejahterah dan damai; 
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan 
jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam 
hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta 
mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa; 
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu 
dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan 
bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu 
pengetahuan dan administrasi; 
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana 
pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, 
profesi, teknik dan administrasi; 
                                                          
53 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2013, Menuju ASEAN Economic Community 2015,  
Kemendag RI, Jakarta, hlm.2. 
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5. Bekerjasama secara efektif guna meningkatkan 
pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas 
perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi 
internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan 
dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat 
mereka; 
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan 
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan 
berbagai organisasi internasional dan regional yang 
mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajangi segala 
kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di 
antara mereka sendiri. 
Adapun prinsip utama dalam kerjasama ASEAN, seperti yang 
terdapat dalam Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia 
yang selanjutnya disebut TAC pada tahun 1976 adalah:54 
1. Saling menghormati; 
2. Kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur 
tangan dari luar; 
3. Non interference; 
                                                          
54 Ibid, hlm.3. 
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4. Penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara 
damai; 
5. Menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan/senjata; 
6. Kerjasama efektif antara anggota. 
 
2. Piagam ASEAN 
Diawali pada tahun 2006 penyusunan Piagam ASEAN dengan 
disepakatinya Deklarasi Kuala Lumpur tentang pembentukan Piagam 
ASEAN (Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN 
Charter) pada KTT ke-11 ASEAN. Setelah melewati perundingan yang 
panjang, pada KTT ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 di 
Singapura, negara-negara anggota ASEAN menandatangani Piagam 
ASEAN.55 Piagam ini terdiri dari Mukadimah, 13 Bab, 55 Pasal, dan 
lampiran-lampiran yang menegaskan kembali diberlakukannya semua 
nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN. 
Selanjutnya, agar piagam ini dapat berlaku maka kesepuluh 
negara ASEAN perlu meratifikasi dan menyampaikan pemberitahuan 
kepada Sekretariat ASEAN. Indonesia sendiri merupakan negara ke-9 
yang menyampaikan instrumen ratifikasinya melalui Undang-undang 
Nomor 38 tahun 2008. Kemudian, tiga puluh hari setelah penyerahan 
kesepuluh instrumen ratifikasi, piagam ASEAN mulai berlaku pada 
                                                          
55 Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, 2010, ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-19 Tahun 2010, 
hlm.8. 
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tanggal 15 Desember 2008. Dalam piagam tersebut, terdapat enam 
prioritas kegiatan untuk mempersiapkan transformasi ASEAN yaitu:56  
1. Penyusunan Kerangka Acuan  (Term of Reference/ToR); 
2. Pembentukan Perutusan Tetap untuk ASEAN (Permanent 
Representatives to ASEAN); 
3. Penyusunan Aturan dan Prosedur Dewan Koordinasi 
ASEAN dan Dewan Komunitas ASEAN (Rules and 
Procedures ASEAN Coordinating Council and ASEAN 
Community Councils); 
4. Penyusunan Protokol Tambahan tentang Mekanisme 
Penyelesaian Sengketa (Supplementary Protocols on 
Dispute Settlement Mechanism); 
5. Penyusunan Perjanjian Negara Tuan Rumah  (Host 
Country Agreement yang selanjutnya disebut HCA); 
6. Penyusunan ToR pembentukan Badan Hak Asasi Manusia 
ASEAN. 
 
 
                                                          
56 Ibid. 
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Adapun tujuan ASEAN tertuang dalam Piagam ASEAN adalah 
sebagai berikut:57 
1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan 
dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang 
berorientasi pada perdamaian di kawasan. 
2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan 
kerjasama politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya 
yang lebih luas. 
3. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas 
senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata 
pemusnah massal. 
4. Menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota 
ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di 
lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis. 
5. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, 
makmur, kompetitif dan terintegrasi secara ekonomis 
melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan 
investasi. 
6. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan di 
ASEAN melalui bantuan dan kerjasama timbal-balik. 
                                                          
57 Ibid, hlm.10. 
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7. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata 
kepemerintahan yang baik dan aturan hukum, memajukan, 
serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental 
dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari negara-
negara anggota ASEAN. 
8. Menaggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip 
keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, 
kejahatan lintas negara dan tantangan lintas batas. 
9. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin 
perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya 
alam berkelanjutan, pelestarian warisan budaya dan 
kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi. 
10.  Mengembangkan sumber daya manusia melalui 
kerjasama yang lebih erat di bidang pendidikan dan 
pembelajaran sepanjang hayat. 
11.  Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak 
bagi negara-negara anggota ASEAN. 
12.  Memperkuat kerjasama dalam membangun lingkungan 
yang aman dan terjamin bebas dari narkotika. 
13. Memajukan ASEAN yang berorientasi pada rakyat negara-
negara anggota ASEAN. 
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14. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan 
kesadaran yang lebih tinggi akan  keanekaragaman 
budaya dan warisan kawasan. 
15. Mempertahankan  sentralitas dan peranan proaktif ASEAN 
sebagai kekuatan penggerak utama dalam bekerjasama 
dan berhubungan dengan mitra eksternal dalam arsitektur 
kawasan yang terbuka dan transparan. 
 
D. Transformasi  dari ASEAN menuju ASEAN Economic Community 
Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada 8 
Agustus 1967, negara-negara telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai 
salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya 
kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi, 
perdagangan (preferential trade), usaha patungan (joint ventures) dan skema 
saling melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara-
negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN 
Industrial Complementation scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures 
scheme (1983) dan Enhanced Preferential Trading Arrangement (1987).58 
Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai 
belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan 
hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari 
                                                          
58 Direktorat Kerjasama Industri Internasional, 2012, Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor 
Industri, Kementrian Perindustrian RI, Jakarta, hlm.7. 
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bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka 
perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Pada 
KTT ke-2 ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 15 Desember 1997 para 
pemimpin mengesahkan Visi ASEAN 2020.59 
Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura telah ditandatangani Framework 
Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation sekaligus 
menandai dicanangkannnya AFTA pada tanggal 1 Januari 1993 dengan 
Common Effective Preferential Tariff (selanjutnya disebut CEPT) sebagai 
mekanisme utama.60 Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam bentuk 
pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif 
dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Akan 
tetapi dalam realitasnya, AFTA yang hanya memerhatikan penurunan tarif 
saja ternyata dipandang tidak cukup guna mencapai integrasi ekonomi 
ASEAN yang lebih dalam. 
Pada KTT ke-6 ASEAN di Ha Noi – Vietnam pada tanggal 16 
Desember 1998, para pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Hanoi 
(Hanoi Plan of Action yang selanjutnya disebut HPA) yang merupakan 
langkah awal untuk merealisasikan tujuan dari Visi 2020 ASEAN dan juga 
mengeluarkan Statement on Bold Measures dengan tujuan untuk 
mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, mempercepat pemulihan 
                                                          
59 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Op.cit, hlm.5. 
60 Direktorat Kerjasama Industri Internasional , Op.cit. 
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ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi 
dan financial.61 
KTT ke-7 ASEAN di Brunei Darussalam pada tanggal 5 November 
2001 disepakati perlunya dibentuk Roadmap for Integration of ASEAN  
(selanjutnya disebut RIA) guna memetakan tonggak penting yang harus 
dicapai. Di bidang perdagangan jasa sejumlah rencana aksi telah dipetakan, 
yaitu:  mengembangkan dan menggunakan pendekatan alternatif untuk 
liberalisasi, mengupayakan penerapan kerangka regulasi yang sesuai, 
menghapuskan semua halangan yang menghambat pergerakan bebas 
perdagangan jasa di kawasan ASEAN, menyelesaikan Kesepakatan Timbal 
Balik untuk bidang jasa professional.62 
KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan 
komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah ASEAN Economic 
Community. AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal berbasis 
produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, 
tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. 
KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: 
produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk 
turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, 
transportasi udara dan kayu, transportasi udara, e-ASEAN (Information and 
                                                          
61 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Op.cit, hlm.5. 
62 Ibid, hlm.6. 
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Communications Technologies (selanjutnya disebut  ITC), kesehatan dan 
pariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan 
sektor prioritas yang ke-12.63 
KTT ke-10 ASEAN di Vientiene-Laos tahun 2004 antara lain 
menyepakati Vientiane Action Program (selanjutnya disebut VAP) 2004-2010 
yang merupakan strategi dan program kerja untuk mewujudkan ASEAN 
Vision. Berdasarkan program tersebut, High Level Task Force (selanjutnya 
disebut HLTF) diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan basis 
prodeuksi, yang merupakan panduan untuk mendukung implementasi 
pencapaian AEC di tahun 2020.64 
ASEAN Economic Ministers Meeting  (selanjutnya disebut AEM)         
di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak 
biru (blueprint) untuk menindaklanjuti pembentukan AEC dengan 
mengindentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC pada tahun 2015 yang 
konsisten dengan Bali Concord II dan dengan target-target dan timelines 
yang jelas serta pre-agreed flexibility untuk mengkordinir kepentingan 
negara-negara anggota ASEAN. 
KTT ke-12 ASEAN di Cebu-Filipina pada 13 Januari 2007 telah 
menyapakati “Declaration on the Acceleration of the Establishment of an 
ASEAN Community by 2015”. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi 
                                                          
63 Ibid, hlm.7. 
64 Ibid. 
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ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun “Cetak 
Biru AEC”. Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam 
jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju 
terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN.65 
Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura bulan Nopember 2007 
disepakatilah AEC  guna mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni 
tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika 
pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat 
ASEAN dari kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 
kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk AEC memiliki empat 
karakteristik yang utama, yaitu: pasar tunggal dan basis produksi, kawasan 
ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi 
yang merata, kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.66 
Keempat karakteristik tersebut termuat dalam Blueprint AEC yang 
dihasilkan dari pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers (selanjutnya 
disebut AEM)  di Kuala Lumpur, Malaysia pada Agustus 2006. Blueprint AEC 
itu memiliki sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam 
mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah 
disepakati sebelumnya guna mengakomodasi kepentingan seluruh negara 
anggota ASEAN. 
                                                          
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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E. Blueprint ASEAN Economic Community 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ASEAN Economic 
Community yang merupakan salah satu pilar penting ASEAN Community ini 
akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal 
membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan 
langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif 
ekonomi, mempercepat integrasi regional sektor-sektor prioritas, menfasilitasi 
pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat, serta memperkuat 
kelembagaan ASEAN. 
Pada saat yang sama AEC akan mengalami kesenjangan 
pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara Kamboja, Laos, 
Myanmar dan Vietnam melalui Initiative for ASEAN Integration dan initiative 
regional lainnya.67 Bentuk kerjasamanya adalah: 
1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas. 
2. Pengakuan kualifikasi profesional. 
3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan 
keuangan. 
4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan 
5. Meningkatkan infrastruktur. 
6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN. 
                                                          
67  Linda, Indonesia Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC, hlm.2, diakses dari 
https://www.academia.edu/11907160/Indonesia_Hadapi_Masyarakat_Ekonomi_ASEAN_MEA_atau_
AEC, pada tanggal 3 Maret 2016. 
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7. Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk 
mempromosikan sumber daerah. 
8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun 
ASEAN Economic Commuity. 
Pentingnya perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan 
untuk ASEAN Community secara keseluruhan untuk tetap melihat kedepan, 
keempat kerangka utama AEC seperti yang disajikan pada Bagan 1, 68 yaitu : 
1. Pasar tunggal dan basis produksi (single market and production 
base), yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, 
investasi, tenaga kerja terdidik dan modal yang lebih bebas. 
2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi (highly competitive 
reglom), dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan 
konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan 
infrastruktur, perpajakan dan e-commerse. 
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of 
equitable economic development), dengan elemen pengembangan 
usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk 
Camboja, Laos, Miyanmar dan Vietnam (selanjutnya disingkat 
CLMV). 
4. Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global 
(integration into the global economy), dengan elemen pendekatan 
                                                          
68 Departemen Perdagangan, Op.cit, hlm.9. 
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yang koheren dalam hubungan ekonomi luar kawasan dan 
meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. 
Karakteristik ini berkaitan sangat kuat, dengan memasukkan unsur-
unsur yang dibutuhkan dari masing-masing karakteristik dan harus 
memastikan konsistensi dan keterpaduan dari unsur-unsur serta 
pelaksanaannya yang tepat dan saling mengkoordinasi di antara para 
pemangku kepentingan yang relevan. 
 
F. Terbentuknya Aliran Bebas Tenaga Kerja  
Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 yang telah 
menyepakati “Declaration on the Acceleration of the Establishment of an 
ASEAN Community by 2015” dan pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, 
bulan Nopember 2007, yang menyepakati Blueprint for the ASEAN Economic 
Community yang selanjutnya disebut AEC Blueprint.69 
Dalam rangka mewujudkan AEC pada tahun 2015, seluruh negara 
ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi 
dan tenaga kerja secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, 
sebagaimana yang digariskan dalam AEC Blueprint. Tenaga kerja 
merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam peningkatan 
ekonomi ASEAN, dan setelah AEC terwujud maka dipastikan akan terbuka 
seluas-luasnya bagi warga negara ASEAN. Dimana para warga negara dapat 
                                                          
69 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Op.cit, hlm.7. 
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keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain mendapatkan pekerjaan 
tanpa adanya hambatan di negara yang dituju.  
Perdagangan aliran bebas tenaga kerja profesional memberikan 
langkah-langkah mengkompilasi berbagai hambatan dalam pergerakan 
tenaga profesional antar negara. Penyusunan Mutual Recognition Agreement 
(selanjutnya disebut MRA) untuk arsitektur, akuntansi, kualifikasi survenyor, 
tenaga kerja medis termasuk diantaranya dokter gigi, dilanjutkan MRA untuk 
tenaga kerja profesional lainnya yang telah selesai pada tahun 2015.70  
G. Sistem Hukum Di Negara-Negara Anggota ASEAN 
Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur 
yuridis seperti peraturan hukum, asas-asas hukum dan pengertian hukum 
yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan 
kesatuan tersebut. Dalam sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi 
pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang 
ada. Dengan begitu, sifat sistem ini menyeluruh dan berstruktur yang 
keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan 
fungsional.71 
                                                          
70 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Op.cit, hlm.40. 
71 Norlaila Hayati, 2013, Tentang Hukum, diakses dari http://klikby.blogspot.co.id/2013/01/sistem-
hukum.html, pada tanggal 17 Oktober 2016. 
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Fuller mengajukan pendapat untuk mengukur apakah kita suatu saat 
dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum, yang didasarkannya 
pada delapan azas yang dinamakan principles of legality, yaitu:72 
1.  Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. 
Yang dimaksud disini adalah tidak boleh mengandung sekedar 
keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. 
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. 
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila  
yang demikian tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai 
untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan 
berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan 
untuk berlaku di waktu yang akan datang. 
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa 
dimengerti. 
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan yang 
bertentangan satu sama lain. 
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang 
melebihi apa yang dapat dilakukan. 
 
                                                          
72 Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 91. 
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7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-rubah peraturan 
sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. 
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaan sehari-hari. 
Kedelapan azas tersebut lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya 
suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap 
sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung moralitas tertentu. 
Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya 
melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa 
disebut sebagai sistem hukum sama sekali.73  
Di dunia ini kita tidak menjumpai satu sistem hukum saja, melainkan 
lebih dari satu. Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum di sini meliputi 
unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang 
dipakai. Selama ini, kita mengenal dua sistem yang berbeda yaitu sistem 
hukum Eropa Benua (Civil Law System) adalah  suatu sitem hukum dengan 
cirri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentua hukum kodifikasi seperti 
undang-undang, dan sistem hukum Romawi-Jerman (Common Law System) 
adalah sistem hukum yang berdasarkan yurisprudensi. Sebagai akibat dijajah 
oleh Belanda, maka Indonesia memakai sistem hukum campuran yang 
                                                          
73 Ibid, hlm. 92. 
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dimana sebagian besar menggunakan Civil Law System.74 Sedangkan 
negara Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura menggunakan Common 
Law System. Selain kedua sistem hukum tersebut, terdapat beberapa sistem 
hukum yang berlaku di negara ASEAN lainnya, seperti Filipina dan Myanmar 
yang menggunakan sistem hukum American Law yaitu dimana hukum yang 
diberlakukan berasal lebih dari satu tradisi hukum, kemudian Vietnam, Laos, 
Kamboja menggunakan Socialist Law yaitu sistem hukum yang menganut 
ideologi komunis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
74 Ibid, hlm. 292. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis akan memilih tiga lokasi 
penelitian, yaitu : 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin. 
3. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari 
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait skripsi ini. Selain itu, 
juga digunakan data sekunder, data yang diperoleh dari para ahli hukum 
seperti hakim atau pengacara maupun akademisi baik yang didapatkan dari 
buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi dari 
ASEAN, Sekretariat ASEAN dan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 
Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Data ini kemudian digunakan 
sebagai data pendukung dalam menganalisis perbedaan sistem hukum antar 
negara ASEAN dan penyelesaian masalah antar negara anggota ASEAN 
dalam pengimplementasian ASEAN Economic Community. 
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Adapun sumber data yang akan menjadi sumber informasi yang 
digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah: 
1. Hasil wawancara langsung yang berhubungan dengan  judul  
skripsi ini. 
2. Buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini. 
3. Berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
Seperti jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya 
baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang didapatkan 
secara langsung maupun hasil penulusuran dari internet. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi 
literatur (literature research), yang ditujukan untuk  memperoleh bahan-bahan 
dan informasi sekunder yang diperlukan dan relevan  dengan penelitian yang 
bersumber dari buku-buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber 
informasi lainnya seperti data terdokumentasikan melalui situs-situs internet 
yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara 
yang dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap kompeten 
dalam penyusunan skripsi ini. Kedua  teknik pengumpulan data ini digunakan 
untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan 
teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini, yaitu mengenai berbagai 
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isu tentang ASEAN Economic Community, peran serta negara-negara 
ASEAN dalam menjalankan ASEAN Economic Community, serta 
implementasi ASEAN Economic Community dalam perbedaan sistem hukum 
pada aliran bebas tenaga kerja dan mekanisme penyelesaian masalah antar 
negara ASEAN.  
 
D. Analisis Data  
Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, 
penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan 
teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk 
menghasilkan kesimpulan dan saran. Data tersebut kemudian dituliskan 
secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari 
hasil penelitian. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Implementasi ASEAN Economic Community pada Aliran Bebas  
Tenaga Kerja Dalam Perbedaan Sistem Hukum Antar Negara 
Anggota ASEAN 
Salah satu pilar ASEAN Community yang tidak kalah pentingnnya 
adalah AEC. Gagasan pembentukan AEC tidak dapat dilepas dari pemikiran 
ekonomi neoliberal yang meyakini bahwa liberalisasi investasi dan 
perdagangan bebas sebagai strategi untuk meraih kesejahteraan rakyat. 
Upaya mempercepat liberalisasi tersebut dilakukan dengan membentuk 
regionalisme ekonomi, mengintegrasikan negara-negara dalam suatu 
kawasan menjadi kesatuan ekonomi, keuangan dan perdagangan hingga 
politik. Meskipun integrasi semacam ini secara langsung membahayakan 
eksistensi kedaulatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN sendiri. Inti 
dari AEC adalah perjanjian perdagangan bebas yang berisikan penghapusan 
hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif di bidang perdagangan 
barang, liberalisasi investasi, jasa, dan tenaga kerja serta pelaksanaan isu-
isu yang telah disepakati melalui rezim perdagangan bebas internasional 
lainnya. 
AEC merupakan perjanjian internasional yang mengikat, bagian 
pelaksanaan dari konstitusi Piagam ASEAN yang merupakan kesepakatan 
yang bersifat mengikat (legally binding). Piagam ASEAN adalah dasar hukum 
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dari AEC dan pembangunan pasar tunggal ASEAN berbasis produksi tunggal 
ASEAN. Gagasan terbentuknya AEC tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) Piagam 
ASEAN yang menyatakan:75 
“To create a single market and production base which is stable, 
prosperous, highly competitive and economically integrated with 
effective facilitation for trade and investment; facilitated movement of 
business persons, professionals, talents and labour, and free flow of 
capital.” 
“Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, 
sangat kompetitif dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi 
yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya 
terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; 
terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja 
berbakat dan tenaga kerja; dan arus modal yang lebih bebas.”  
Selanjutnya kedudukan ASEAN dalam sistem aliran bebas global 
diperjelas dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (n) yang menyatakan:76 
“Adherence to multilateral trade rules and ASEAN’s rules-based 
regimes for effective implementation of economic commitments and 
progressive reduction towards elimination of all barriers to regional 
economic integration, in a market-driven economy.” 
“Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan 
rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan 
komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara 
progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju 
integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh 
pasar” 
Sebagai salah satu pilar pendukung dalam implementasi AEC 2015, 
aliran bebas tenaga kerja terampil menjadi salah satu topik yang menjadi 
fokus perhatian bersama. Terbentuknya AEC akan memberikan peluang dan 
                                                          
75 ASEAN, ASEAN Charter, hlm.4. 
76 Ibid. 
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harapan, sekaligus tantangan bagi masa depan para pencari kerja. AEC akan 
menjadikan ASEAN bagaikan satu negara besar yang akan memberikan 
kesempatan seluas-luasnya bagi para pekerja untuk mengisi lowongan kerja 
yang tersedia, keluar dan masuk dari satu wilayah negara ke negara lain 
tanpa hambatan yang berarti. Mereka akan mempunyai kebebasan dan 
kemudahan untuk memilih lokasi atau tempat bekerja yang sesuai dan 
dianggap menguntungkan. Demikian juga dengan perusahaan atau kantor-
kantor yang akan relatif lebih dimudahkan dalam mencari atau merekrut para 
pegawai yang diinginkan melalui bursa tenaga kerja yang menjadi relatif lebih 
banyak dan beragam. 
ASEAN memiliki jumlah tenaga kerja yang besar di dunia, hal ini 
memberikan implikasi bahwa pasokan tenaga kerja yang melebihi 
permintaan, sehingga upah tenaga kerja ASEAN relatif lebih murah. Tetapi, 
upah tenaga kerja di ASEAN bervariasi. Dengan rata-rata masih berada di 
bawah USD.500 perbulan, Singapura memiliki upah tertinggi yaitu USD.657-
2.642 selama satu bulan.77 
Pada implementasi AEC 2015 yang menjadi tujuan akhir proses 
integrasi ekonomi regional ASEAN adalah terdapatnya aliran bebas yang 
terjadi baik di pasar produk maupun di pasar faktor-faktor produksi. Untuk 
                                                          
77 Rizal A. Djaafara dkk, Masyarakat Ekonomi Asean 2015: Proses Harmonisasi Di Tengah Persaingan, 
Bank Indonesia, Jakarta, hlm.53. 
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menjamin terimplementasinya AEC tersebut, telah disusun suatu kerangka 
kerja yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap anggota dalam 
mempersiapkan diri sebagai yang tertuang dalam cetak biru AEC 2015. 
Tetapi pembahasan tenaga kerja dalam cetak biru tersebut dibatasi pada 
pengaturan khusus tenaga kerja terampil (skilled labour) dan tidak terdapat 
pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil (unskilled labour).78 
Skilled labour atau yang biasa diterjemahkan sebagai tenaga kerja 
terampil/terdidik, dapat juga diartikan sebagai pekerja yang mempunyai 
keterampilan khusus, pengetahuan atau kemampuan dibidangnya. Pekerja 
terampil berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademi, atau sekolah teknik. 
Pekerja terampil juga dapat didefinisikan sebagai pekerja yang mempunyai 
keahlian tertentu yang diperoleh melalui pekerjaan sehari-hari dan 
mempunyai keahlian tertentu yang diperoleh melalui pekerjaan sehari-hari. 
Pada umumnya mereka bekerja sebagai profesional, teknisi, dan 
sebagainya.79 
Dalam cetak biru AEC 2015 (Gambar 4.1), secara umum disebutkan 
bahwa pengaturan mobilitas tenaga kerja atau fasilitasi masuk bagi barang, 
jasa, dan investasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang biasa digunakan 
oleh negara penerima. Dalam hal ini, ASEAN akan melakukan fasilitasi bagi 
                                                          
78 Lingga Setiawan, Wawancara, Kepala Sub Direktorat Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat 
Kerjasama Ekonomi ASEAN, Jakarta, 21 Juni 2016. 
79 R. Winanto dan Usmanti Rohmadyati, 2008, Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Memperkuat Sinergi 
Asean Di Tengah Kompetisi Global,  PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.244. 
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penerbitan visa dan employment pass untuk para tenaga kerja profesional 
dan tenaga kerja terampil yang bekerja di sektor-sektor yang berhubungan 
dengan aktivitas perdagangan dan investasi antarnegara di kawasan ASEAN. 
Dengan begitu, para pekerja yang telah memiliki visa dan memegang 
employment pass dan tersebar di berbagai negara dapat mengisi lowongan 
kerja yang diperlukan di wilayah negara lain sesuai keterampilan yang 
dimiliki. Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan penyusunan Mutual 
Recognition Arrangements yang selanjutnya disebut MRA serta kompetensi 
utama untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian atau keterampilan.80 
Gambar 4.1 Cetak Biru Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil 
MRA adalah kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara 
ASEAN untuk saling mengakui dan menerima beberapa atau semua aspek 
                                                          
80 Lingga Setiawan, supra note 78. 
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hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat. MRA ini merupakan 
instrumen kebijakan yang dibentuk untuk memajukan integrasi ekonomi dan 
meningkatkan perdagangan antar negara. Kondisi ini dicapai melalui 
pengurangan hambatan non-tarif barang dan jasa. Melalui MRA inilah tenaga 
kerja profesional telah melalui tahapan pengujian atau testing, tenaga kerja 
dapat masuk ke negara lain secara langsung tanpa melalui prosedur 
pengujian serupa. Menurut Tullao Cortez tujuan pembentukan MRA 
dimaksudkan untuk  menciptakan prosedur mekanisme akreditasi mencapai 
kesamaan atau kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara dalam 
hal pendidikan dan pelatihan, pengalaman, serta persyaratan lisensi untuk 
praktik profesi. MRA membahas definisi-definisi yang antara lain menjelaskan 
definsi Professional Engineer, Registered Foreign Professional Engineer, dan 
Professional Regulatory Authority. Professional  Engineer mengacu kepada 
seseorang warga negara, negara anggota ASEAN yang oleh Professional 
Regulatory Authority telah dinyatakan layak secara teknis dan legal untuk 
menjalankan praktek profesi insinyur.81 
Dengan terlaksananya kesepakatan MRA, negara-negara akan 
memperoleh beberapa manfaat berupa pengurangan biaya, kepastian akses 
pasar, peningkatan daya saing, serta aliran perdagangan yang lebih leluasa. 
Sebagai contoh, beberapa hal yang tercakup dalam MRA yaitu diawali 
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dengan pasal-pasal yang mengemukakan maksud atau tujuan dari 
pembentukan MRA setiap tenaga kerja, serta definisi dan cakupan beberapa 
istilah penting yang digunakan dalam MRA. Selanjutnya diikuti dengan pasal-
pasal yang menjadi inti permasalahan yakni terkait dengan pengakuan dan 
kualifikasi serta persyaratan bagi pengunaan tenaga kerja asing. Kualifikasi 
dan persyaratan ini pada umumnya berisi ketentuan yang menyangkut 
pendidikan minimum, pengujian, pengalaman, kode etik dan lain-lain. MRA ini 
juga dilengkapi dengan pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan evaluasi 
dan monitoring bagi tenaga kerja asing serta masalah-masalah terkait 
pengecualian dan administratif lainnya. 
 Langkah-langkah terkait mobilitas faktor produksi tenaga kerja dalam 
blueprint AEC secara garis besar yaitu: pengaturan mobilitas atau fasilitasi 
masuk bagi tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang biasa digunakan oleh 
negara penerima. ASEAN akan memfasilitasi penerbitan visa dan kartu 
pekerja bagi tenaga profesional ASEAN dan tenaga kerja terampil. 
Terkait dengan perbedaan sistem hukum di setiap negara anggota 
ASEAN, untuk memfasilitasi aliran jasa-jasa yang bebas pada tahun 2015, 
ASEAN memberikan perhatian khusus dengan melakukan upaya untuk 
menciptakan harmonisasi dan standarisasi melalui berbagai langkah, yang 
termuat dalam blueprint AEC yaitu: 
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1. Meningkatkan kerjasama di antara anggota ASEAN University Network 
(selanjutnya disebut AUN) untuk meningkatkan mobilitas para pelajar 
dan jajaran staf dikawasan; 
2. Mengembangkan kompetensi utama dan kualifikasi untuk pekerjaan 
dan trainers skills yang diperlukan di sektor jasa prioritas (2009) dan 
untuk sektor-sektor jasa lainnya (2010 sampai 2015); 
3. Memperkuat kemampuan riset dalam rangka meningkatkan 
keterampilan, penempatan kerja,dan pengembangan jejaring informasi 
pasar tenaga kerja di antara negara anggota ASEAN. 
Implementasi pedoman pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal 
dan basis produksi, akan menandai kemajuan penting yang dipandang 
sebagai tonggak utama untuk mencapai integrasi ekonomi secara 
komprehensif dan lebih mendalam. Di bidang ketenagakerjaan, tonggak 
penting (milestone) tersebut adalah berupa terbentuknya MRA serta 
kompetensi utama untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian/keterampilan 
di sektor jasa. Penyusunan MRA dan kompetensi utama akan dilakukan 
melalui tiga tahapan, yaitu:82 
1. Penyusunan MRAs untuk jasa profesional utama, termasuk sektor jasa 
prioritas dalam rangka integrasi pada 2008. 
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2. Membangun kompetensi inti untuk skill yang diperlukan di sektor jasa 
prioritas (pariwisata, kesehatan, penerbangan dan e-ASEAN) pada 
tahun 2009. 
3. Membangun kompetensi inti untuk skill yang diperlukan di semua 
sektor jasa pada 2015. 
   Gambar 4.2 Jadwal Strategis Aliran Bebas Tenaga Kerja Profesional 
 Pembicaraan mengenai isu migrasi tenaga kerja di ASEAN menjadi 
salah satu bagian dari proses negosiasi perdagangan jasa-jasa yang 
dilakukan melalui kerja sama the ASEAN Framework Agreement on Service 
(selanjutnya disebut AFAS) dalam kerangka Mode 4. Kerja sama dalam 
Mode 4 tersebut diarahkan untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang 
didasarkan pada suatu kontrak/perjanjian untuk mendukung kegiatan 
perdagangan dan investasi di sektor jasa. Aliran bebas tenaga kerja 
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profesional beserta pengaturannya baru mengemuka di Bali Summit pada 
2003, walaupun mekanisme dalam mencapai tujuan terciptanya aliran bebas 
tenaga kerja tersebut telah dilakukan sebelumnya.83 
 Sejalan dengan visi ASEAN 2020, menteri tenaga kerja ASEAN telah 
sepakat untuk menjamin angkatan kerja di seluruh kawasan ASEAN akan 
dipersiapkan agar bisa memperoleh manfaat yang optimal dan integrasi 
ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan investasi yang dapat 
digunakan untuk memenuhi keperluan pendidikan dasar dan pendidikan yang 
lebih tinggi, pelatihan, pengembangan ilmu dan teknologi, penciptaan 
lapangan kerja dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Kemudian, 
disadari bahwa untuk mendukung dan menjamin pertumbuhan ekonomi 
regional yang berkesinambungan, pasar tenaga kerja dalam komunitas 
ASEAN tentunya harus bersifat dinamis, produktif dan fleksibel. 
 Arah kerja sama implementasi AEC di bidang  ketenagakerjaan, 
secara umum akan ditunjukkan untuk dapat menyelesaikan segala persoalan 
ketenagakerjaan yang secara prinsip akan ditujukan pada 3 hal, yaitu:84 
1. Memajukan mobilitas regional dan mutual recognition dalam rangka 
pengembangan professional credentials, bakat dan keterampilan para 
pekerja melalui upaya/inisiatif yang telah ada; 
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2. Mengurangi pengangguran di kawasan untuk mendukung upaya 
regional dalam mewujudkan komunitas masyarakat yang kuat, aman, 
dan self-relient; 
3. Memajukan efisiensi pasar tenaga kerja melalui penyusunan MRA 
untuk meningkatkan kemampuan bekerja dan mobilitas tenaga kerja, 
meningkatkan sistem perlindungan, serta mengatasi dampak 
liberalisasi perdagangan terhadap tenaga kerja dan employment. 
Untuk merealisasikan hal-hal tersebut, telah disusun program kerja 
sebagai kerangka dasar untuk mempersiapkan angkatan kerja di kawasan 
dalam menghadapi tantangan yang muncul dari globalisasi dan liberalisasi 
perdagangan. Terdapat enam skala prioritas dalam program kerja para 
menteri tenaga kerja (ASEAN Labour Ministers Work Programme) yaitu:85 
1. Penciptaan lapangan kerja; 
2. Monitoring pasar tenaga kerja; 
3. Mobilitas tenaga kerja; 
4. Perlindungan sosial; 
5. Kerja sama tripartit; dan 
6. Keselamatan dan kesehatan kerja (occupational safety and health 
yang selanjutnya disebut OSH). 
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Dalam rangka pengembangan fleksibilitas pasar pada pasar tenaga 
kerja untuk memenuhi kebutuhan industri dan memajukan mobilitas tenaga 
kerja terampil dalam kerangka integrasi di kawasan, ASEAN juga bekerja 
sama terkait skills recognition. Program yang di mulai sejak Maret 2004 ini 
telah melakukan berbagai kegiatan berupa riset dan analisis mengenai skills 
recognition arrangements, pengembangan standart kompetensi dan 
kurikulum, serta meninjau kebijakan mengenai berbagai cara sub-regional 
maupun regional. 
Untuk mendukung pembangunan SDM, ASEAN juga melaksanakan 
program ASEAN Skills Competition sejak 1995. Kemajuan signifikan dari 
kerja sama ini terlihat dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
keterampilan para pekerja, membantu pembangunan SDM di setiap negara 
anggota ASEAN, mengembangkan generasi baru dari para pekerja dengan 
keterampilan tinggi, serta menyiapkan keikutsertaan negara-negara ASEAN 
dalam World Skills Competition. Sebagai upaya meningkatkan jumlah tenaga 
kerja terampil di kawasan, kerja sama juga dilakukan di bidang pendidikan 
melalui kerja sama antar perguruan tinggi di seluruh negara ASEAN yang 
dikenal sebagai AUN dan dibentuk sejak November 1995 berdasarkan the 
AUN Charter, telah melakukan berbagai aktivitas di bidang akademis seperti 
diskusi, workshop, seminar, studi, dan penelitian bersama di bidang-bidang 
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yang menjadi prioritas ASEAN, program beasiswa pertukaran mahasiswa dan 
sebagainya. Pembentukan AUN dikhususkan untuk:86 
1. Memajukan kerja sama dan solidaritas di antara para profesional, 
akademisi, ilmuan dan para pelajar. 
2. Mengembangkan program akademik dan sumber daya manusia yang 
profesional di kawasan ASEAN. 
3. Memajukan diseminasi informasi melalui electronic networking of 
libraries dan sharing informasi di antara anggota komunitas akademik, 
pelajar, para pengambil kebijakan dan sebagainya. 
Untuk mendukung percepatan pembentukan AEC, para pemimpin 
negara-negara ASEAN akan terus melanjutkan upaya-upaya terkait 
perencanaan SDM dan monitoring pasar tenaga kerja, serta pengembangan 
keterampilan dan pelatihan untuk mendorong integrasi ekonomi. Selain itu 
juga akan dibentuk working group dalam rangka peningkatan daya saing 
ASEAN. Forum inilah yang akan memberikan kesempatan bagi para 
pengambil kebijakan di sektor tenaga kerja untuk saling berbagi pengalaman 
dan mendiskusikan berbagai kebijakan untuk memajukan ASEAN sebagai 
pilihan tempat tujuan investasi dan kegiatan bisnis global. 
Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa aliran bebas tenaga 
kerja yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan tenaga kerja 
                                                          
86 Ibid, hlm.251. 
67 
 
profesional dan bukan tenaga kerja sembarangan. Oleh karena itu, 
kedelapan tenaga kerja profesional tersebut tetap berada di bawah 
pengaturan jasa yang profesinya sudah bisa disepakati dan diukur bersama-
sama di ASEAN itulah yang dimudahkan.87 Pada tahun 2009, ASEAN telah 
menyusun dan menyepakati beberapa MRA yang diharapkan dapat 
memfasilitasi pergerakan arus tenaga kerja terampil secara bebas di wilayah 
ASEAN. Penyusunan dan pembahasan MRAs tersebut dilakukan dalam 
pertemuan Sectoral Working Groups dibawah koordinasi Coordinaring 
Commite on Services (selanjutnya disebut CCS). Ketujuh MRAs yang sudah 
disepakati/ditandatangani pada waktu yang berbeda-beda. Ketrujuh MRAs 
yang dimaksud, yaitu:88 
1. ASEAN MRA on Engineering Service, tanggal 9 Desember 2005 di 
Kuala Lumpur, 
2. ASEAN MRA on Nursing Service, tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, 
Filipina, 
3. ASEAN MRA on Architectural Service, tanggal 19 November 2007 di 
Singapura, 
4. ASEAN MRA on Medical Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di 
Cha-am, Thailand, 
                                                          
87Lingga Setiawan, supra note 78. 
88 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2013, Menuju ASEAN Economic Community 2015, 
Kemendag, Jakarta, hlm.40. 
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5. ASEAN MRA on Dental Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di 
Cha-am, Thailand, 
6. ASEAN MRA Framework on Accountancy Service, tanggal 26 Februari 
2009 di Cha-am, Thailand, 
7. ASEAN Sectoral MRA for Good Manufacturing Practice (GMP) 
Inspection of Manufacturers of Medicinal Products, tanggal 10 April 
2009 di Pattaya, Thailand. 
MRAs yang sudah diimplementasikan adalah MRA on Engineering 
Service dan MRA on Architectural Service karena hanya tenaga kerja insinyur 
yang telah memenuhi prasyarat terimplementasinya sektor ini. Menurut 
ASEAN Federation of Engineering Organisations (yang selanjutnya disebut 
AFEO), jumlah insinyur profesional Indonesia hanya sekitar 9000 orang. 
Jumlah itu masih lebih sedikit dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, 
seperti Malaysia 11.170 orang, Thailand 23.000 orang, Filipina 14.250 orang. 
Secara kualitatif tenaga insinyur profesional Indonesia masih sedikit 
memenuhi standar MRA. Dalam kerangka MRA ini, jumlah insinyur 
profesional dan bisa berpraktik di negara ASEAN lainnya, diperkirakan 0,03% 
dari total insinyur asal Indonesia.89 
Tidak mudah bagi seorang insinyur dapat dikatakan sebagai insinyur 
profesional menurut MRA, karena insinyur tersebut harus memenuhi 
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persyaratan dari ASEAN Chartered Professional Engineer (selanjutnya 
disebut ACPE) yang terbilang tinggi. Persyaratan tersbut antara lain:90 
1. Telah lulus sarjana teknik dari universitas/lembaga pendidikan yang 
terakreditasi di salah satu negara ASEAN; 
2. Memiliki sertifikat/lisensi sebagai tenaga ahli teknik yang diterbitkan 
oleh Professional Regulatory Authority (selanjutnya disebut PRA) dari 
negara anggota ASEAN; 
3. Memiliki pengalaman kerja dibidang teknik minimal tujuh tahun dan 
pengalaman kerja yang menangani proyek teknik yang signifikan 
minimal dua tahun; 
4. Mematuhi ketentuan Continuing Professional Development 
(selanjutnya disebut CPD) sesuai dengan kebijakan negara asal; 
5. Tidak memiliki catatan pelanggaran terhadap standar teknis, 
profesional ataupun etika, baik ditingkat lokal maupun internasional. 
Kriteria tersebut sekaligus menjadi pembeda antara sarjana teknik 
(graduate engineer) dan profesi insinyur (professional engineer). Perbedaan 
utama terletak pada pengalaman kerja dan sertifikasi dari PRA. Badan yang 
berfungsi sebagai PRA di Indonesia adalah Lembaga Pengembangan Jasa 
Konstruksi. Setelah mendapat sertifikasi dari PRA, insinyur profesional dapat 
mengajukan diri ke ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating 
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Committee (selanjutnya disebut ACPECC) untuk mendapat pengakuan yang 
sah dari ACPE. 
Pengakuan sebagai ACPE tidak serta merta mengizinkan insinyur 
profesional untuk bekerja di negara lain ASEAN, dikarenakan seorang 
insinyur ACPE harus memenuhi lagi kriteria sebagai Insinyur Profesional 
Asing Teregistrasi atau Registered Foreign Professional Engineer 
(selanjutnya disebut REPE) di negara lain tempat ia akan bekerja. 
Persyaratnya adalah sebagai berikut:91 
1. Mematuhi kode etik profesionalitas sebagai insinyur sesuai dengan 
kebijakan UU No.11 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi; 
2. Mematuhi hukum dan peraturan di negara tujuan; 
3. Berafiliasi dengan insinyur profesional lokal di negara tujuan. 
Hingga saat ini, ada 987 insinyur yang tercatat sebagai ASEAN 
Charterred Professional Engineer (selanjutnya disebut ACPE), yaitu 290 dari 
Indonesia, 218 dari Singapura, 203 dari Malaysia, 134 dari Vietnam, 85 dari 
Myanmar, 55 dari Filipina dan 2 dari Brunei Darussalam. Berdasarkan dari 
hasil survei dinyatakan bahwa jumlah insinyur Indonesia merupakan yang 
terbesar di ASEAN.92  
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Selanjutnya, mengenai kawasan Asia Tenggara selama periode 2005-
2012 mengalami pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) tertinggi di 
dunia yakni sebesar 8,3% atau jauh di atas pertumbuhan pariwisata global 
sebesar 3,6%. Tahun 2013 pariwisata ASEAN tumbuh 12% dan mencapai 
92,7 juta wisman atau di atas pertumbuhan pariwisata global sebesar 5%, 
maka dari itu, telah ada tambahan MRA kedelapan yang telah ditandatangani 
yaitu ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional 
(MRA-TP), tanggal 9 November 2012, di Bangkok, Thailand.93 
Sebagai bentuk awal pengimpletasian MRA-TP, baru saja 
Kementerian Pariwisata bersama Sekretariat ASEAN menyelenggarakan 
konferensi internasional “ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Tourism Professional (MRA-TP)” pada 8-9 Agustus 2016 di Hotel Grand 
Mercure, Kemayoran Jakarta, dihadiri oleh stakeholder dan para pelaku 
industri pariwisata, sejumlah Menteri yang membidangi pariwisata dari 
negara-negara ASEAN, seperti Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz 
(Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Malaysia), Thida Chongkongkiat 
(Deputi Permanen Sekretariat dan Menteri Pariwisata dan Olahraga 
Thailand), dan Pak Sokhom (Sekretaris Negara, Menteri Pariwisata 
                                                          
93 Dwi Ratih, Jakarta Ditunjuk Jadi Pusat Sekretariat Pariwisata ASEAN, Diakses dari 
http://travel.dream.co.id/news/jakarta-ditunjuk-sebagai-pusat-sekretariat-pariwisata-asean-
160104x.html, pada November 2016. 
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Kamboja).94 Para negara anggota ASEAN menyepakati pembentukan 
sekretariat regional untuk SDM Pariwisata ASEAN di Jakarta, Kementerian 
Pariwisata Indonesia akan berperan sebagai tuan rumah dari Sekretariat 
Regional SDM Pariwisata ASEAN. 
Sertifikasi harus sesuai skema standar kompetensi SDM Pariwisata 
Tingkat ASEAN atau ASEAN Common Competency Standards for Tourism 
Professionals (selanjutnya disebut ACCSTP) yang telah disepakati bersama. 
Setiap tenaga kerja pariwisata di negara ASEAN yang sudah tersertifikasi 
dan ingin bekerja di luar negaranya dipersilahkan untuk mendaftar ke sistem 
yang ada di sekretariat regional. Pendaftaran berbasis website sehingga bisa 
diakses dari masing-masing negara. Data pencari kerja bidang pariwisata ini 
selanjutnya bisa diakses oleh industri pariwisata setelah terlebih dahulu 
melakukan subscribe ke sistem. Dengan kata lain, sistem yang dibangun 
sekretariat regional ini nantinya memudahkan pencari kerja untuk 
menemukan industri pariwisata yang sesuai, ataupun sebaliknya. Jadi nanti 
pencari kerja dan pelaku industrinya tinggal klik OK, membuat janji untuk 
wawancara. Setelah itu kalau diterima, tenaga kerja profesional pariwisata 
                                                          
94 Kementerian Pariwisata RI, Siaran Pers Konferensi Internasional ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professional (MRA-TP) Bentuk Dukungan Indonesia Hadapi MEA 2016, 
Diakses dari http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3251, pada November 2016. 
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bisa pindah kerja ke negara yang dituju. Selain memasilitasi mobilitas pekerja 
pariwisata, sekretariat regional juga berperan dalam proses pelatihan.95 
Dari ketiga MRA yang telah terimplementasi di atas, tersisa masih ada 
lima tenaga kerja profesional yang masih dalam proses memenuhi prasyarat 
agar dapat terimplementasikan secepatnya yaitu perawat, tenaga 
medis/dokter, dokter gigi,  akuntan, dan survenyor. Prasyarat agar dapat 
terealisasinya kelima tenaga kerja tersebut ialah dengan dibuatkannya 
standarisasi oleh setiap Asosiasi ketenagakerjaan tersebut, maupun 
sekretariatnya masing-masing.96 
Selain itu, ada yang disebut tenaga kerja yang juga ikut investasi, 
peraturannya terdapat pada salah satu agreement ASEAN yaitu Movement of 
Nature Person (selanjutnya disebut MNP). MNP sebuah perjanjian untuk 
memudahkan para business principal atau intra-corporet agar dapat 
berpindah perusahaan yang sebelumnya sudah mempunyai perusahaan 
investasi di Indonesia. Sebagai contoh sebuah perusahaan akan 
memindahkan tenaga ahlinya untuk membantu perusahaan yang ada di 
Indonesia, tetapi tenaga ahlinya akan diferifikasi terlebih dahulu oleh 
Indonesia sebagai negara penerima. Karena tenaga kerja ini di luar dari 
kedelapan tenaga kerja profesional yang telah ditetapkan sebelumnya seperti  
                                                          
95 Dwi Ratih, Op.cit. 
96 Lingga Setiawan, supra note 78. 
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executive manager diserahkan kembali kepada masing-masing negara mau 
menerima atau tidak. Jika negara penerima keberatan untuk menerima 
resource manager dengan alasan SDM di negaranya telah banyak dan 
mencapai prasyarat, maka perusahaan dari luar harus mengikuti kebijakan 
yang telah ditetapkan negara penerima. Proses MNP inilah terdapat hak 
suatu negara untuk melakukan economic analisis  tentang ketenagakerjaan.97 
B. Mekanisme Penyelesaian Masalah Yang Mungkin Terjadi Dalam 
Proses Implementasi ASEAN Economic Community Pada Aliran 
Bebas Tenaga Kerja 
 
Sampai saat ini belum ada penyelesaian masalah yang kemungkinan 
akan terjadi, terkhusus mekanisme penyelesaian masalah ketenagakerjaan  
dalam proses implementasi AEC dengan perbedaan sistem hukum antar 
negara ASEAN yaitu dengan cara dikembalikan kepada sistem hukum 
masing-masing negara anggota ASEAN. ASEAN masih belum bisa 
menyamai Uni Eropa yang menyerahkan kedaulatan penuh seluruh negara. 
Negara-negara ASEAN secara tegas menolak jika disamakannya sistem 
hukum seluruh anggota ASEAN. Karena dengan perbedaan itulah ASEAN 
dianggap dapat lebih mengharmonisasikan setiap kebijakan ataupun 
perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 
Prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara (state sovereignty) 
adalah sumber dari persoalan tersebut di atas. Diakui bahwa prinsip non-
                                                          
97 Lingga Setiawan, supra note 78. 
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intervensi dan integritas kedaulatan nasional terhadap urusan domestik 
negara-negara ASEAN merupakan prinsip yang paling kontroversi dalam 
tubuh ASEAN dan oleh karenanya menjadikan ASEAN sebagai organisasi 
regional menjadi agak terhambat. Seharusnya apabila terdapat isu-isu yang 
mempengaruhi hubungan bilateral, regional dan ekstra regional, maka prinsip 
non-intervensi dapat diabaikan, walaupun prinsip tersebut melekat dalam 
tubuh ASEAN sejak awal pembentukannya. Kemudian, masalah state 
sovereignty yang menghambat perkembangan ASEAN, tidak hanya terkait 
dengan persoalan batas wilayah, tetapi juga masih beratnya negara anggota 
untuk dapat menerima pemberlakuan atas asas supranasional dalam 
pengambilan keputusan ASEAN.  
Berbeda dengan Uni Eropa, di dalam ASEAN perbedaan-perbedaan 
identitas nasional semakin menguat dan menyulitkan proses integrasi. 
Padahal untuk terimplementasinya AEC secara keseluruhan, setiap negara 
anggota harus bersedia menaggalkan sebagian kedaulatan nasional dan 
menukarkannya dengan kedaulatan bersama atau supranasional. Dengan 
demikian, akan mudah bagi ASEAN untuk mangambil keputusan secara 
efektif dan kolektif. Tidak seperti selama ini, setiap keputusan dalam resolusi 
yang dihasilkan diserahkan atau tergantung kepada masing-masing 
anggotanya untuk menjalankannya, tanpa kewajiban untuk menaatinya dan 
sanksi yang diberikan, jika terjadi pelanggaran, ASEAN sering terperangkap 
di antara retorika dan realita. Selama lebih dari 40 tahun usia ASEAN, 
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organisasi ini sudah banyak berbicara tentang kerjasama, tetapi ketika betul-
betul dibutuhkan malah tidak terjadi. Dibalik semua sopan santun tentang 
solidaritas dan kerjasama, semua persoalan yang dapat menegangkan daya 
santai kelompok regional ini dan prinsip tidak mencampuri urusan dalam 
negeri jelas harus dikaji ulang. Norma dan prinsip ASEAN yang masih 
berlaku, yaitu memendam  konflik sementara suasana disekitarnya  diselimuti 
oleh masalah kawasan lintas batas tak kunjung padam karena 
mekanismenya tidak efektif dan efisien.  
Apa yang disebut sebagai One Southeast Asia tetaplah merupakan 
kumpulan dari banyak pusat pengambilan keputusan dengan mekanismenya 
masing-masing. Minimnya kepedulian rakyat ASEAN akan organisasi ASEAN 
jelas merupakan kelemahan lain dari ASEAN yang dapat menghambat 
akselerasinya dalam proses implementasi AEC. Konsep We Feeling yang 
bermakna dalam bagi pemimpin ASEAN ternyata bukanlah apa-apa bagi 
mereka. We Feeling itu hanya ada ketika memang terjadi ancaman yang 
dianggap hal berbahaya secara bersama-sama. Identitas sebagai satu 
ASEAN saja tidak dimiliki oleh masyarakat setiap negara anggota, karena di 
dalam internal negara-negara itu sendiri masih terjadi konflik antar ras, 
budaya dan suku.98 
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Selain itu, relasi antara pelaku dan negara penerima sebagai subjek 
hukum internasional sangatlah rentang terhadap terjadinya masalah. 
Masalah dapat hadir dari beragam suatu potensi terkhusus pada proses 
implementasi AEC seperti perdagangan, SDA, SDM, HAM, terorisme dan 
sebagainya. Pada awalnya, negara selalu menyelesaikan masalah dengan 
cara peperangan. Hal ini disebabkan oleh karena pada saat itu perang masih 
dianggap sebagai alat diplomasi yang ampuh. Seiiring berjalannya waktu, 
kesadaran masyarakat internasional akan dibuatnya ketentuan hukum positif 
yang menyatakan bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar 
negara dilarang.99 
Sebuah masalah dapat diartikan sebagai sengketa hukum apabila 
dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Walaupun 
setiap pihak dalam sebuah masalah dapat menggunakan forum penyelesaian 
di luar jalur hukum, akan tetapi pilihan tersebut tidak menghilangkan 
karakteriktik bahwa suatu masalah merupakan suatu sengketa hukum. Untuk 
mekanisme penyelesaian masalah internasional secara umum terbagi atas 
dua, yaitu secara damai dan dengan kekerasan. 
Penyelesaian masalah secara damai menjadi prinsip utama dalam 
setiap penyelesaian masalah yang terjadi. Prinsip ini dapat ditemukan dalam 
beberapa perjanjian internasional dan terutama yang ada dalam Piagam 
                                                          
99 Boer Mauna, Op.cit, hlm.193. 
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PBB. Mekanisme penyelesaian masalah secara damai terbagi menjadi dua 
yaitu secara diplomatik dan secara hukum.100 Pada prinsipnya tidak 
dinyatakan dengan tegas metode penyelesaian masalah secara tegas 
diplomatik. 
Mekanisme penyelesaian masalah di bidang ekonomi sendiri dalam 
ASEAN berdasar pada sebuah kerangka perjanjian ekonomi yaitu the 
Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation. 
Misalnya dinyatakan pada Pasal 9 bahwa apabila terdapat sengketa antara 
pihak atas pemahaman dan pelaksanaan perjanjian, maka masalah tersebut 
diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa, akan tetapi jika diperlukan 
sebuah badan maka dapat dibentuk dalam rangka penyelesaian sengketa 
tersebut. Atas dasar ketentuan tersebut dibuatlah protokol penyelesaian 
sengketa (protocol on dispute settlement) pada tahun 1996 yang kemudian 
diubah menjadi ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement 
Mechanism yang selanjutnya disebut EDSM pada tahun 2004 atau dikenal 
dengan sebutan Vientiane Protocol.101 
Konsultasi merupakan tahap awal dalam penyelesaian masalah 
ekonomi di ASEAN yang terdapat dalam Pasal 2 Protokol DSM 1996. 
Konsultasi dapat diajukan oleh para pihak dikarenakan adanya masalah 
terhadap implementasi, interpretasi atau pelaksanaan perjanjian ekonomi 
                                                          
100 Hilton Tarnama Putra, 2011, Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN Lembaga dan Proses,    
Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.11. 
101 Ibid, hlm.57. 
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yang masuk dalam ruang lingkup yang terdapat pada Protokol DSM 1996. 
Apabila konsultasi tidak berjalan memuaskan, para pihak dapat 
menghentikan konsultasi dan membawa permasalahan tersebut ke Senior 
Economic Officials Meeting (selanjutnya disebut SEOM) dalam batas waktu 
enam puluh hari setelah melakukan permohonan konsultasi. Kemudian, 
SEOM akan memutuskan permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan 
bentuk panel atau dapat diselesaikan dengan cara bersahabat.102 
Selain itu, Protokol DSM 1996 juga memberikan alternatif 
penyelesaian masalah dengan mengunakan metode jasa-jasa baik, konsiliasi 
ataupun mediasi. Para pihak juga diberikan kebebasan untuk memulai atau 
menghentikan penggunaan metode tersebut. Pada saat proses konsultasi 
tidak berhasil menyelesaikan masalah maka panel dibentuk oleh SEOM. 
Ketiga fungsi panel yang dibentuk, yaitu:103 
1. Membuat penilaian objektif atas suatu masalah, 
2. Eksaminasi terhadap fakta serta mengaitkannya dengan perjanjian 
ekonomi yang ada di ASEAN, dan 
3. Menghasilkan temuan ber upa laporan yang kemudian digunakan oleh 
SEOM untuk menentukan putusan. 
Panelis bertindak atas nama individu dan bukan perwalian pemerintah 
atau organisasi tertentu sehingga negara anggota dilarang untuk memberikan 
                                                          
102 Ibid,  hlm.60. 
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perintah atau mempengaruhi panelis. Para pihak yang bersengketa dapat 
memilih para panelis berdasarkan daftar yang telah diajukan oleh sekretariat. 
Panel terdiri dari tiga orang panelis, kecuali para pihak yang bersengketa 
bersepakat untuk menggunakan lima orang panelis. Panelis merupakan 
individu yang memiliki kapabilitas, dengan syarat-syarat yaitu: (i) individu 
yang telah bekerja pada panel atau mengajukan kasus ke panel, (ii) bekerja 
pada sekretariat ASEAN, (iii) pengajar atau penulis tentang hukum 
perdagangan internasional dan kebijakan, (iv) pejabat senior di bidang 
kebijakan perdagangan negara peserta.104 
Laporan hasil temuan panel diserahkan kepada SEOM untuk 
mengambil putusan yang dibuat SEOM dapat mengajukan banding kepada 
AEM dalam jangka waktu  tiga puluh hari setelah putusan dibuat oleh SEOM. 
ASEAN Economic Ministers (selanjutnya disebut  AEM) merupakan dewan 
menteri yang mengkoordinasikan negiosiasi dan proses implementasi 
integrasi ekonomi, dimana setiap pertemuannya menerima laporan serta 
membahas isu-isu yang masih pending ditingkat SEOM.105 Putusan yang 
dihasilkan oleh AEM bersifat final dan mengikat para pihak. Konsekuensinya 
adalah putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak yang 
bersengketa dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah putusan dikeluarkan. 
                                                          
104 Ibid, hlm.62. 
105 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2013, Menuju ASEAN Economic Community 2015, 
Kemendag, Jakarta, hlm.22. 
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Jadi, berdasarkan Pasal 9 Protokol DSM 1996 terdapat dua macam 
keputusan yang dapat dihasilkan yaitu pembayaran kompensasi dan 
penundaan konsesi. Jumlah kompensasi ditentukan berdasarkan hasil 
negosiasi antara pihak yang bersengketa. Namun apabila jumlah kompensasi 
tidak berhasil ditentukan dalam jangka waktu yang telah diatur, maka pihak 
yang dirugikan dapat meminta otorisasi dari AEM untuk menghentikan 
konsensi yang merugikan. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat 
menangguhkan kewajibannya kepada negara yang telah merugikan. 
Pengawasan terhadap putusan yang dihasilkan oleh SEOM atau AEM 
merupakan tanggung jawab Sekretariat ASEAN. Berkaitan dengan fungsi 
Sekretariat ASEAN sendiri, protokol ini tidak menjelaskan lebih lanjut tentang 
sanksi yang dapat dilakukan apabila pihak yang bersalah tidak mematuhi 
hasil putusan dari SEOM maupun AEM.106 
Setelah Protokol DSM 1996 dibentuklah Declaration of ASEAN 
Concord II. Pada ASEAN Summit ke-9 di Bali tanggal 7-8 Oktober 2003, 
dihasilkan salah satu dokumen penting Declaration of ASEAN Concord II. 
Dimana dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa ASEAN akan 
memperkuat organisasi dengan menbentuk tiga pilar komunitas, salah 
satunya yaitu upaya untuk mencapai integrasi ekonomi dengan memperkuat 
mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi di ASEAN. Selanjutnya, Bali 
Concord II mengadopsi rekomendasi HLTF perihal mekanisme penyelesaian 
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sengketa ekonomi. HLTF merekomendasikan tiga pilihan mekanisme untuk 
menyelesaikan masalah ekonomi yaitu:107 
1. Mekanisme permohonan nasihat (advisory mechanism), 
2. Mekanisme konsultasi (consultative mechanism), 
3. Mekanisme penegakan hukum (enforcement mechanism). 
Mekanisme permohonan nasihat terdiri atas ASEAN legal unit dan 
ASEAN consultation to solve trade and investment issues yang selanjutnya 
disebut ACT.108 ASEAN legal unit merupakan salah satu unit yang terdapat 
dalam sekretariat ASEAN untuk memberikan nasihat.hukum perihal sengketa 
perdagangan di ASEAN. Unit ini terdiri dari pengacara yang memiliki 
kemampuan dalam bidang hukum perdagangan untuk memberikan 
interpretasi atas suatu isu yang memiliki potensi menimbulkan sengketa 
dagang antara negara anggota ASEAN. Selain itu, unit ini juga berfungsi 
untuk menyaring sengketa dagang yang bersifat teknis atau operasional 
sehingga dapat diselesaikan melalui mekanisme konsultasi liberal, agar 
sengketa tersebut tidak berlanjut ke the ASEAN Compliance Monitoring  
Body.109 Meskipun memiliki kekuatan hukum, nasihat yang diberikan oleh   
unit ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya berfungsi 
sebatas untuk memberikan nasihat hukum. 
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Berbeda halnya dengan ACT yang merupakan adaptasi dari sistem 
SOLVIT yang terdapat di Uni Eropa, SOLVIT adalah layanan yang disediakan 
oleh pemerintahan nasional di masing-masing negara Uni Eropa yang melalui 
sistem online, bertujuan untuk mencari solusi dalam waktu sepuluh minggu  
dimulai pada hari kasus diambil oleh pusat SOLVIT di negara di mana 
masalah  terjadi. SOLVIT dapat membantu ketika hak EU seseorang sebagai 
warga negara atau pengusaha yang dilanggar oleh otoritas publik di negara 
Uni Eropa lain atau terjadi kesalahan atas suatu otoritas publik yang 
menerapkan hukum pasar dalam negerinya tanpa menggunakan jalur 
hukum.110 Mekanisme ini melibatkan tiga pihak yaitu: 
1. Negara tuan rumah atau host ACT yang berperan sebagai coordinator 
dalam menangani proses penyelesaian masalah, 
2. Negara pihak lain atau lead ACT yang menerima informasi suatu 
masalah yang diajukan oleh host ACT, dan 
3. Sekretariat ASEAN sebagai pusat data ACT. 
Mekanisme kedua dari rekomendasi HLTF yaitu konsultasi terbagi atas 
dua yaitu the ASEAN Compliance Monitoring Body (selanjutnya disebut 
ACMB). ACMB merupakan pengawasan terhadap negara anggota ASEAN 
yang tidak memenuhi kewajiban atas perjanjian ekonomi ASEAN yang telah 
disepakati. Akan tetapi, mekanisme ini akan berjalan apabila terdapat 
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kesepakatan antara pihak yang bersengketa untuk menggunakan mekanisme 
ini. Mekanisme ini tidak bersifat memaksa, para pihak dapat menempuh jalur 
ASEAN DSM apabila tidak ingin menggunakan mekanisme konsiliasi dan 
mediasi penggunaannya harus pula berdasarkan kesepakatan dari pihak 
yang bersengketa. 
Selanjutnya untuk mekanisme yang terakhir dari rekomendasi HLTF 
yaitu penegakan hukum. Pada saat rekomendasi HLTF dikeluarkan, ASEAN 
telah memiliki Protokol DSM 1996. Akan tetapi, sejak tahun 1996 hingga 
2003, mekanisme yang terdapat dalam protokol tersebut belum pernah 
digunakan dengan alas an bahwa protokol tersebut lebih bersifat politis. Oleh 
karena itu, HLTF mengusulkan untuk merevisi Protokol DSM 1996, adapun 
usulan perubahan tersebut yaitu:111 
1. Penentuan panelis yang terdiri dari tiga orang profesional berasal dari 
negara yang tidak terlibat sengketa, 
2. Mengurangi unsur  politik dalam mekanisme penyelesaian sengketa 
dengan mengganti AEM menjadi badan yang terdiri dari profesional 
kompeten dan independen juga berpengalaman, 
3. Mengadopsi prosedur seleksi panelis yang terdapat dalam WTO, 
4. Prosedur mekanisme penyelesaian sengketa yang detail dan ketat 
serta penentuan waktu pada tiap proses demi efektifitas, dan 
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5. Membuat mekanisme menjadi efektif dengan memberikan sanksi bagi 
pihak yang tidak mematuhi kewajibannya. 
Selanjutnya dibentuklah The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute 
Settlement Mechanism (selanjutnya disebut  EDSM 2004) atau Protokol 
Vientiane merupakan sebuah payung hukum utama ASEAN dalam proses 
penyelesaian sengketa di bidang ekonomi menggantikan Protokol DSM 1996 
yang memiliki beberapa kelemahan. Protokol ini menganut prinsip lex 
specialis derogate lex generalis. Selain itu, protokol ini bersifat fleksibel, 
artinya para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan 
mekanisme penyelesaian sengketa lain yang mereka sepakati bersama 
apabila tidak ingin menggunakan mekanisme yang terdapat dalam 
protokol.112 
Berbeda halnya dengan protokol DSM 1996, EDSM 2004 lebih 
memperkuat kewenangan SEOM. Hal menarik lainnya dari EDSM 2004 yaitu 
terdapat ketentuan untuk dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa 
dengan alasan urgensi berkaitan dengan barang-barang yang mudah busuk 
atau rusak. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam 
EDSM 2004 terdiri atas empat, yaitu (i) kosultasi, (ii) jasa-jasa baik, konsiliasi 
atau mediasi, (iii) arbitrase, dan (iv) panel.113 
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Konsultasi merupakan tahap awal menyelesaiakan sengketa ekonomi 
EDSM 2004 dimana setiap negara anggota dapat mengajukan permohonan 
konsultasi kepada negara anggota lain atas dasar adanya sengketa. 
Permohonan untuk konsultasi harus dilakukan secara tertulis dengan 
menyertakan argumentasi hukum serta tindakan-tindakan yang telah diambil 
oleh para pihak. Berbeda dengan protokol DSM 1996, di dalam protokol ini 
pemohon konsultasi wajib dilapor kepada SEOM. Dengan adanya kewajiban 
ini, maka proses penyelesaian sengketa akan lebih pasti sebab penetapan 
awal konsultasi telah diketahui. Apabila permohonan telah diajukan oleh 
negara pemohon, maka negara termohon memiliki kewajiban untuk 
menjawab permohonan tersebut dalam waktu sepuluh hari setelah 
permohonan diterima. Jika kedua pihak sepakat untuk melakukan konsultasi 
maka mereka wajib melaksanakannya dalam kurun waktu tiga puluh hari. 
Jika pihak termohon tidak menjawab permohonan atau tidak melakukan 
konsultasi selama tiga puluh hari atau tidak berhasil menemukan solusi 
selama enam puluh hari, maka pihak pemohon dapat mengajukan panel ke 
SEOM. Tetapi, jika dihasilkan solusi dalam penyelesaian sengketa tersebut 
maka harus dilaporkan kepada SEOM dan badan ASEAN lain yang terkait.114 
Para pihak juga dapat menggunakan metode jasa-jasa baik, konsiliasi 
atau mediasi dalam menyelesaikan suatu sengketa ekonomi. Terkait dengan 
hal ini, Sekertaris Jenderal ASEAN berperan sebagai ex-officio dapat 
                                                          
114 Lingga Setiawan, supra note 78. 
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menawarkan jasanya sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan 
sengketa. Kemudian, arbitrase yang merupakan salah satu mekanisme yang 
diatur dalam EDSM 2004. Berdasarkan Pasal 13 ayat (7) diatur bahwa 
metode ini digunakan jika ada sengketa mengenai penundaan konsesi yang 
dianggap tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) EDSM 2004. Putusan 
arbitrase kedua untuk materi yang sama. 
Mekanisme yang keempat yang diatur dalam EDSM yaitu panel. 
Permohonan pembentukan panel ditujukan kepada SEOM. Jika sebelumnya 
pembentukan panel Protokol DSM 1996 dilakukan melalui pemungutan suara 
dengan sistem mayoritas sederhana, maka dalam protokol ini menggunakan 
konsensus negatif. Dimana dengan sistem ini maka pembentukan panel akan 
lebih sulit dicegah oleh karena diharuskan adanya konsensus. Berdasarkan 
Pasal 8 ayat (1) EDSM 2004 dinyatakan bahwa panel dapat membuat hukum 
acaranya sendiri dalam hubungannya dengan hak pihak yang 
bersengketa.115 
Bagian terpenting dalam EDSM 2004 adalah instrumen ini dibentuk 
sebelum Piagam ASEAN 2007, sehingga saat ini menjadi pembahasan 
ditingkat SEOM untuk direvisi. EDSM 2004 merupakan isu hukum yang 
prinsipnya merupakan sebuah aturan hukum yang mengatur sengketa 
ekonomi terkait dengan perjanjian-perjanjian ASEAN. Dari segi waktu, EDSM 
2004 dibentuk sebelum Piagam ASEAN 2007 dibentuk sehingga memiliki 
                                                          
115 Hilton Tarnama, Op.cit, hlm.80. 
88 
 
potensi menimbulkan masalah. Dalam penyelesaian sengketa, ASEAN 
mengikuti cara penyelesaian sengketa di WTO mekanisme penyelesaian 
sengketa di  Word Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) melalui 
dispute settlement body (selanjutnya disebut DSB), dan dispute settlement 
understanding (selanjutnya disebut DSU). Anggota DSB dari WTO terdiri atas 
negara-negara yang menangani masalah sengketa.116 
Sama halnya dengan Protokol EDSM 2004 merupakan instrumen 
yang mencoba membuat mekanisme yang sama seperti di WTO, tetapi 
ASEAN belum memiliki DSB tersebut. SEOM merupakan lembaga pengambil 
kebijakan di ekonomi yang mengimplementasikan arahan atau tugas dari 
ASEAN Summit. SEOM lebih ke policy maker, sehingga jika ada sengketa 
yang dibawa ke SEOM maka pembahasannya bukan berasal dari aspek legal 
sebab SEOM tidak membahas mengenai sengketa, SEOM mengambil 
kebijakan seperti arahan menteri. Jadi dapat dibayangkan ketika SEOM 
mengambil sebuah isu-isu legal tetapi dilain sisi mereka masih memikirkan 
tentang policy yang artinya berbicara tentang kepentingan masing-masing. 
Sedangkan, hakim jelas tidak peduli dengan kepentingan politik, ia hanya 
peduli masalah legal. Selanjutnya, dalam Pasal 26 Piagam ASEAN, ketika 
ada sengketa yang tidak terselesaikan akan dibawa ke Summit ASEAN yang 
merupakan policy making body ASEAN. Hal inilah yang menjadi alasan 
                                                          
116 Lingga Setiawan, supra note 78. 
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kenapa EDSM 2004 belum berjalan dan mengapa tidak ada satupun negara 
yang membawa kasusnya ke EDSM 2004 hingga saat ini. 
Selain itu, anggota DSB di WTO masing-masing perwakilannya berada 
di Genewa. Jadi, ketika ada pembahasan mereka segera melakukan 
pertemuan. Time frame WTO jelas, sementara time frame SEOM sudah 
ditentukan empat kali dalam setahun. Salah satu pertemuannya pada bulan 
Juli 2014 SEOM yang membahas mengenai implementasi AEC blueprint dan 
langkah-langkah yang ditempuh dalam memenuhi AEC scorecard dan 
menghadapi terbentuknya AEC 2015 antara lain perlunya monitoring sistem 
dalam mengawal pemenuhan AEC Scorecard.117 
Dalam proses implementasi AEC bisa saja akan terjadi masalah 
dikemudian hari yang dapat menghambatnya pelaksanaan AEC tersebut, 
sebagai contoh masalah yang mungkin terjadi pada aliran bebas tenaga kerja 
yaitu:  
(1) Pada saat tenaga kerja salah satu negara ASEAN bekerja di negara  
ASEAN lainnya dan menduduki jabatan strategis dan dikemudian hari 
melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi, maka belum ada sistem 
hukum yang pasti untuk dapat diberlakukan oleh masing-masing negara 
ASEAN terkait masalah ini.  
                                                          
117 Kementerian Perdagangan RI, Pertemuan ASEAN SEOM, diakses dari 
http://www.kemendag.go.id/id/photo/2014/07/20/pertemuan-asean-senior-economic-official-
meeting-seom-345?id=17498, pada tanggal 31 Juli 2016. 
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(2) Semakin banyaknya tenaga kerja ilegal dengan diberlakuannya aliran 
bebas tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik yang dinyatakan belum terverifikasi 
oleh negaranya bisa saja melakukan hal diluar peraturan yang semestinya, 
dengan memalsukan sertifikat standarisasi ataupun kartu pekerja agar dapat 
bekerja di negara lain, belum ada peraturan yang membahas masalah ini. 
(3) Ketika terjadi kesenjangan keahlian antar tenaga kerja dari satu negara ke 
negara lainnya misalnya banjir tenaga kerja Vietnam di Indonesia, kemudian 
Indonesia kalah saing oleh tenaga kerja Vietnam yang mengakibatkan 
terjadinya penurunan ekonomi Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama 
bahwa negara-negara selalu mengklaim daerah negara lain berdasarkan 
banyak faktor mulai dari historis dan ekonomi, maka akan terjadi sengketa 
wilayah ketika ekonomi pada suatu negara menurun atau kalah dalam 
persaingan AEC. Dilatarbelakangi oleh sistem hukum Vietman (Socialist Law) 
yang menganut ideologi komunis Vietnam bisa saja mengkaim wilayah 
Indonesia, begitupun sebaliknya. Rapuhnya kerjasama menyebabkan 
wilayah menjadi zona pertarungan. 
Negara ASEAN mengharapkan terciptanya ketertiban regional 
sehingga memperkuat ketahanan nasional dan pada saat yang bersamaan 
mendukung perdamaian dan keamanan dunia melalui pembentukan ASEAN 
Security Community (selanjut disebut ASC). Ketertiban regional tersebut akan 
bertumpu pada norma dan aturan hubungan baik antar negara, pencegahan 
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masalah yang efektif, mekanisme resolusi dan pembangunan perdamaian 
pasca terjadi masalah. Perwujudan AEC yang tidak lepas dari ASCC dan 
ASC inilah yang dalam arti komprehensif yaitu menekankan pada kerjasama 
ekonomi dengan membangun tata pergaulan antar negara ASEAN dan 
mekanisme membangun rasa kebersamaan ASEAN sebagai satu keluarga 
yang memiliki norma dan tata berinteraksi yang disepakati bersama. 
Model keamanan konvensional ASEAN dalam  penyelesaian masalah 
yang berkisar pada non-intervensi yang mendasari ASEAN Way dihadapkan 
pada model keamanan yang sangat luas dan tidak konvensional lagi, yaitu 
model keamanan manusia dan upaya melibatkan masyarakat luas dalam 
kegiatan ASEAN. Objek keamanan ASEAN didorong agar bergeser dari 
negara menuju ke perorangan. Sampai saat ini memang belum tampak 
dengan jelas upaya pemimpin-pemimpin  ASEAN untuk menggeser postulat 
keamanan konvensionalnya kepada postulat keamanan non-konvensional 
yang lebih berorientasi pada kesejahteraan perorangan. Masih sedikit para 
pemimpin ASEAN menggunakan konsep sosial-ekonomi sebagai bagian dari 
agenda keamanannya. Para menteri ASEAN masih saja menekankan prinsip 
konsensus dan non-intervensi terhadap masalah dalam negeri negara lain. 
Masalah keamanan manusia secara konsepsional menghatamkan 
prinsip non-intervensi dan memunculkan kembali perdebatan tentang 
intervensi dan non intervensi terhadap masalah dalam negeri negara anggota 
misalnya  masalah ketenagakerjaan. Prinsip non-intervensi dalam hal ini 
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harus dapat diintepretasikan lebih longgar dalam menghadapi tantangan 
ataupun masalah-masalah baru yang memungkinkan terciptanya dialog 
secara mendalam dan kerjasama dalam isu-isu seputar keamanan individu. 
Kecenderungan ini menuntut adanya pergeseran fokus keamanan individu 
tiap orang. Pendekatan ini bukan berarti  pertahanan kedaulatan nasional 
sudah tidak relevan lagi. Keamanan ataupun perlindungan individu para 
pekerja profesional memberikan arti bahwa batas-batas nasional tidak lagi 
menjadi benteng satu-satunya.  
Melalui konsep ASC, negara-negara anggota diharapkan dapat 
membahas secara terbuka terhadap isu-isu yang sensitif yang biasanya 
dibahas secara sembunyi-sembunyi atau selanjutnya dikenal dengan istilah 
swept under the carpet tanpa meninggalkan prinsip non-intervensi . Langkah 
awal untuk membuat belenggu ini telah dilakukan pada saat pertemuan  
ASEAN Ministerial Meeting (selanjutnya disebut AMM) ke-36 di Phnom Penh 
pada bulan Juni 2003.118 
Dari segi substansi, implementasi AEC kemudian diiringi oleh ASC 
yang baru bisa trealisasi dengan adanya Plan of Action (selanjutnya disebut 
PoA) terdiri dari dua bagian yaitu Introduction dan Areas of Activies. 
Introduction merupakan bagian pendahuluan yang mengantarkan Area of 
Activies. Area of Activies memuat Annex atau lampiran yang berisi langkah-
langkah rinci untuk melaksanakan ASC, terdiri dari enam komponen utama 
                                                          
118 Igor Dirgantara, Op.cit, hlm.19. 
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yaitu:  (1) Political Development, (2) Shaping and Sharing of Norms, (3) 
Conflict Prevention, (4) Conflict Resolution, (5) Postconflict Peace Building, 
(6) Implementing Mechanism, sesuai dengan aksi pembangunan politik yang 
adil, demokratis dan harmonis telah dijabarkan pada masing-masing 
persoalan timeline final, seperti misalnya Piagam ASEAN tahun 2007, 
ASEAN-Peace Keeping Force (selanjutnya disebut ASEAN-PKF) tahun 2012, 
dan Pembangunan Politik tahun 2017.119 
ASC memberikan mekanisme pencegahan dan penanganan masalah 
secara damai. Hal ini dilakukan antara lain dengan konsultasi bersama untuk 
membahas masalah-masalah. Dengan derajat kematangan yang ada, 
ASEAN diharapkan tidak lagi menembunyikan masalah-masalah dalam 
negeri yang berdampak pada stabilitas negara kawasan dengan  berlindung 
pada prinsip-prinsip non-intervensi. 
Implementasi ASEAN Community  dilakukan terutama dengan upaya 
perumusan Piagam ASEAN. Sesuai dengan Cebu Declaration on the 
Blueprint of the ASEAN Charter yang disahkan pada KTT ke-12 ASEAN dan 
selesai pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura, bulan Nopember 2007. 
Piagam ASEAN akan mengubah ASEAN sebagai suatu rule based 
organization. Hal ini dibutuhkan mengingat selama ini, karakter ASEAN 
sebagai asosiasi yang bersifat longgar tidak lagi dirasakan cukup 
mengakomodasi potensi kerjasama dan menanggapi tantangan integrasi 
                                                          
119 Ibid, hlm.21. 
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kawasan dan globalisasi. Piagam ASEAN akan merefleksi perwujudan 
komunitas ASEAN yang tidak berupa lembaga supranasional seperti Uni 
Eropa. Terselenggaranya ASEAN Deference Ministers Meeting (selanjutnya 
disebut ADMM) merupakan capaian komponen conflict prevention. Capaian 
lain dari komponen Shaping and sharing of norms adalah penandatanganan 
Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (selanjutnya disebut 
MLAT).120 Traktat ini memberikan peluang untuk mendukung kerjasama 
hukum yang lebih konkrit, terutama dalam pemberian bantuan hukum timbal 
balik di antara para pihak di bidang pidana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
120 Ibid, hlm.42. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. ASEAN Economic Community telah launching sejak akhir 2015 
merupakan proses politik untuk menyatakan dimulainya AEC, namun 
pada aliran bebas tenaga kerja belum terimplementasi secara 
keseluruhan dan masih dalam proses pembuatan undang-undang 
ataupun peraturan pada masing-masing negara anggota ASEAN. 
Pembentukan AEC disepakati atas dasar kesamaan kepentingan 
untuk memperdalam dan memperluas upaya-upaya ekonomi melalui 
inisiatif baru dengan tenggang waktu yang jelas.  Pada implementasi 
aliran bebas tenaga kerja  yang dimaksud oleh AEC disini adalah 
tenaga kerja profesional yang berada di bawah aturan blueprint. 
ASEAN berhasil menyelesaikan pembahasan substantif mengenai 
MRAs sebagai upaya menciptakan harmonisasi dan standarisasi calon 
tenaga kerja profesional untuk seluruh negara anggota ASEAN, yang 
merupakan penyempurnaan kesepakatan AEC di bidang 
ketenagakerjaan. 
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2. Mekanisme penyelesaian masalah yang mungkin akan terjadi dalam 
proses implementasi AEC pada aliran bebas tenaga kerja harus lebih 
diperjelas. Secara umum, ASEAN memang sudah cukup berhasil 
dalam perwujudan dan pengembangan sejumlah mekanisme 
penyelesaian masalah di kawasan, salah satunya ASC sebagai 
pencegahan masalah yang efektif dalam pengimplementasian AEC 
serta mekanisme resolusi dan pembangunan perdamaian. Namun 
perlu dicatat, bahwa usaha ini bukan pekerjaan yang mudah karena 
selama ini ASEAN lebih banyak meredam konflik dari pada 
menyelesaikannya. ASEAN masih belum bisa menyamai Uni Eropa 
yang menyerahkan kedaulatan penuh seluruh negara, karena 
menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada negara yang 
bersangkutan sesuai dengan prinsip non-intervensi. Negara-negara 
ASEAN secara tegas menolak jika disamakannya sistem hukum 
seluruh anggota ASEAN, karena dengan perbedaan itulah ASEAN 
dianggap dapat lebih mengharmonisasikan setiap kebijakan ataupun 
perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 
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B. Saran 
Adapun saran yang diajukan dalam skripsi ini, yaitu: 
1. Implementasi AEC khususnya aliran bebas tenaga kerja profesional 
hendaknya segera dioptimalkan. Negara-negara anggota ASEAN yang 
telah menyepakati MRAs sebagai harmonisasi dan standarisasi 
sekiranya dapat memenuhi prasyarat agar proses implementasi di 
seluruh instrumen dapat segera berjalan dengan lancar dan berfungsi 
secara optimal. 
2. Pemimpin negara-negara ASEAN harus segera mengesampingkan 
alasan khas ASEAN dan muncul dengan langkah-langkah nyata untuk 
mengatasi masalah yang melintasi batas kedaulatan negara. 
Pengembangan mekanisme penyelesaian masalah individu pelaku 
AEC harus lebih difokuskan. Sejauh ini negara-negara anggota 
ASEAN selalu enggan untuk memberi peringatan khusus terhadap 
masalah internal suatu negara. Sebagai akibat, kerja sama ASEAN 
kini melibatkan beberapa ratus pertemuan dalam setahun dan 
mungkin secara rill hanya dalam pertemuan-pertemuan itu. Lemahnya  
kelembagaan ASEAN adalah akibat dari kekhawatiran negara-negara 
ASEAN mengenai pengaruh pengembangan kelembagaan regional 
terhadap kedaulatan nasional mereka. Tetapi keinginan untuk 
mempertahankan kedaulatan nasional secara absolut sebenarnya 
bertentangan dengan kesepakatan untuk memperdalam integrasi 
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ASEAN dan mewujudkan AEC. Untuk bisa mengimplementasikan AEC 
jelas mutlak diperlukan reinterpretasi dan revitalisasi atas prinsip non-
intervensi dan state sovereignty, juga perlu dibuat sebuah mekanisme 
penyelesaian yang  jelas terhadap masalah yang mungkin akan terjadi 
terkait dengan proses implementasi AEC, agar permasalahan yang 
nantinya terjadi dapat benar-benar terselesaikan. 
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LAMPIRAN 


Terjemahan 
 1 
PIAGAM  
PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA 
 
 
PEMBUKAAN 
 
 
 
KAMI, RAKYAT Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara (ASEAN), yang diwakili oleh para Kepala Negara atau Pemerintahan 
dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik 
Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik 
Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam; 
 
MEMPERHATIKAN pencapaian signifikan dan perluasan keanggotaan ASEAN 
yang memuaskan sejak didirikannya di Bangkok melalui perumusan Deklarasi 
ASEAN; 
 
MENGINGAT keputusan-keputusan untuk menyusun Piagam ASEAN dalam 
Program Aksi Vientiane, Deklarasi Kuala Lumpur  tentang Penyusunan Piagam 
ASEAN, dan Deklarasi Cebu  tentang Cetak Biru Piagam ASEAN; 
 
MENGINGAT adanya kepentingan-kepentingan bersama, dan saling 
ketergantungan antar-rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN yang terikat 
oleh geografi, tujuan bersama dan nasib bersama; 
 
DIILHAMI oleh dan dipersatukan dalam Satu Visi, Satu Identitas dan Satu 
Komunitas yang Saling Peduli dan Berbagi; 
 
DIPERSATUKAN oleh hasrat  dan keinginan bersama untuk hidup di kawasan 
yang memiliki perdamaian abadi, keamanan dan stabilitas, pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan bersama dan kemajuan sosial, serta 
untuk memajukan kepentingan, cita-cita, dan aspirasi bersama yang utama; 
 
MENGHORMATI kepentingan yang mendasar atas persahabatan dan kerja 
sama, dan prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, tanpa 
campur tangan, konsensus, dan persatuan dalam keberagaman; 
 
MEMATUHI prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan tata kepemerintahan 
yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan fundamental; 
 
MENYEPAKATI untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat 
bagi generasi-generasi sekarang dan mendatang dan menempatkan 
kesejahteraan dan penghidupan yang layak serta kemakmuran rakyat sebagai 
pusat proses pembentukan komunitas ASEAN; 
 
MEYAKINI kebutuhan untuk memperkuat ikatan solidaritas kawasan yang telah 
ada guna mewujudkan Komunitas ASEAN yang terpadu secara politis, 
terintegrasi secara ekonomi dan dapat bertanggung jawab secara sosial dalam 
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rangka menjawab tantangan dan peluang sekarang dan mendatang secara 
efektif; 
 
BERTEKAD untuk mengintensifkan pembentukan komunitas melalui 
peningkatan kerja sama dan integrasi kawasan, khususnya melalui 
pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri atas Komunitas Keamanan 
ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN 
sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Bali ASEAN Concord II; 
 
DENGAN INI MEMUTUSKAN untuk menyusun, melalui Piagam ini, kerangka 
kerja hukum dan kelembagaan bagi ASEAN; 
 
DAN UNTUK ITU, para Kepala Negara atau Pemerintahan Negara-Negara 
Anggota ASEAN, yang berkumpul di Singapura pada kesempatan bersejarah 
untuk memperingati 40 tahun pendirian ASEAN, telah menyepakati Piagam ini. 
 
 
 
BAB I 
 
TUJUAN DAN PRINSIP 
 
PASAL 1 
TUJUAN 
 
Tujuan-tujuan ASEAN adalah: 
 
1. memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas 
serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di 
kawasan; 
 
2. meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, 
keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas; 
 
3. mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir 
dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya; 
 
4. menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup 
damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, 
dan harmonis; 
 
5. menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, 
sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif 
untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas 
barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku 
usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang 
lebih bebas; 
 
6. mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan 
di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik; 
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7. memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik 
dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan 
kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN; 
 
8. menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, 
segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas; 
 
9. memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan 
lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian 
warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi;  
 
10. mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih 
erat di bidang pendidikan dan pemelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan 
Komunitas ASEAN; 
 
11. meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat 
ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan 
sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan; 
 
12. memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan 
terjamin bebas dari narkotika dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN; 
 
13. memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya 
seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan 
memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas 
ASEAN; 
 
14. memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih 
tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan 
 
15. mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan 
penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra 
eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif. 
 
 
PASAL 2 
PRINSIP 
 
1. Dalam mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Pasal 1, ASEAN 
dan Negara-Negara Anggotanya menegaskan kembali dan memegang teguh 
prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam deklarasi-deklarasi, persetujuan-
persetujuan, konvensi-konvensi, concords, traktat-traktat, dan instrumen ASEAN 
lainnya. 
 
2. ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya wajib bertindak sesuai dengan 
prinsip-prinsip berikut: 
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(a) menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas 
wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota 
ASEAN; 
 
(b) komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam 
meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di 
kawasan; 
 
(c) menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau 
tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang 
bertentangan dengan hukum internasional; 
 
(d) mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai; 
 
(e)   tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota 
ASEAN; 
 
(f)  penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk 
menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan 
eksternal, subversi, dan paksaan; 
 
(g) ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius 
memengaruhi kepentingan bersama ASEAN; 
 
(h) berpegang teguh pada aturan hukum, tata kepemerintahan yang 
baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang 
konstitusional; 
 
(i) menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan 
hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial; 
 
(j)    menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, 
yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN; 
 
(k) tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk 
penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota 
ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana 
pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau 
stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN; 
 
(l) menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut 
oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam 
semangat persatuan dalam keanekaragaman; 
 
(m)   sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, 
ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, 
berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif; dan 
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(n)    berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan 
rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk 
melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan 
mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis 
hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi 
yang digerakkan oleh pasar. 
 
 
 
 
BAB II  
STATUS HUKUM 
 
PASAL 3 
STATUS HUKUM ASEAN 
 
ASEAN, sebagai sebuah organisasi antar-pemerintah, dengan ini diberikan 
status hukum. 
 
 
 
 
BAB III 
KEANGGOTAAN 
 
PASAL 4 
NEGARA ANGGOTA 
 
Negara-Negara Anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, 
Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, 
Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis 
Viet Nam. 
 
 
PASAL 5 
HAK DAN KEWAJIBAN 
 
1. Negara-Negara Anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara 
berdasarkan Piagam ini. 
 
2. Negara-Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna 
melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan 
mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan. 
 
3. Dalam hal suatu pelanggaran serius terhadap Piagam atau 
ketidakpatuhan, hal dimaksud wajib dirujuk ke Pasal 20.  
 
 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Terjemahan 
 6 
PASAL 6 
PENERIMAAN ANGGOTA BARU 
 
1. Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur 
oleh Dewan Koordinasi ASEAN. 
 
2. Penerimaan keanggotaan wajib didasarkan atas kriteria berikut: 
 
(a) letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia 
Tenggara; 
 
(b) pengakuan oleh seluruh Negara Anggota ASEAN; 
 
(c) kesepakatan untuk terikat dan tunduk pada Piagam; dan  
 
(d) kesanggupan dan keinginan untuk melaksanakan kewajiban 
keanggotaan. 
 
3. Penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus oleh 
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi 
ASEAN. 
 
4. Negara pemohon wajib diterima ASEAN pada saat penandatanganan 
Instrumen Aksesi Piagam. 
 
 
 
 
BAB IV 
BADAN 
 
PASAL 7 
KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN 
 
1. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN terdiri atas para Kepala Negara atau 
Pemerintahan dari Negara-Negara Anggota. 
 
2. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN: 
 
(a) merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN; 
 
(b) membahas, memberikan arah kebijakan dan mengambil 
keputusan atas isu-isu utama yang menyangkut realisasi tujuan-
tujuan ASEAN, hal-hal  pokok yang menjadi kepentingan Negara-
Negara Anggota, dan segala isu yang dirujuk kepadanya oleh 
Dewan Koordinasi ASEAN, Dewan-Dewan Komunitas ASEAN, 
dan Badan-Badan Kementerian Sektoral ASEAN; 
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(c)  menginstruksikan para Menteri yang relevan di tiap-tiap Dewan 
terkait untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar-
Menteri yang bersifat ad hoc, dan membahas isu-isu penting 
ASEAN yang bersifat lintas Dewan Komunitas. Aturan-aturan 
pelaksanaan pertemuan-pertemuan dimaksud diadopsi oleh 
Dewan Koordinasi ASEAN;  
 
(d)  menangani situasi darurat yang berdampak pada ASEAN dengan 
mengambil tindakan-tindakan yang tepat; 
 
(e)    memutuskan hal-hal yang dirujuk kepadanya berdasarkan Bab VII 
dan VIII; 
 
(f)   mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan-Badan 
Kementerian Sektoral dan lembaga-lembaga ASEAN lain; dan 
 
(g)    mengangkat Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan pangkat dan 
status setingkat Menteri, yang akan bertugas atas kepercayaan 
dan persetujuan para Kepala Negara atau Pemerintahan 
berdasarkan rekomendasi Pertemuan para Menteri Luar Negeri 
ASEAN. 
 
3. Pertemuan-Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN: 
 
       (a)  diselenggarakan dua kali setahun, dan dilaksanakan oleh Negara 
Anggota yang menjabat Ketua ASEAN; dan 
 
       (b)  menyelenggarakan, apabila diperlukan, pertemuan-pertemuan 
khusus atau ad hoc yang diketuai oleh Negara Anggota yang 
menjabat Ketua ASEAN, di tempat yang disepakati oleh Negara-
Negara Anggota ASEAN. 
 
 
PASAL 8  
DEWAN KOORDINASI ASEAN 
 
1. Dewan Koordinasi ASEAN terdiri atas para Menteri Luar Negeri ASEAN 
dan bertemu sekurang-kurangnya dua kali setahun. 
 
2. Dewan Koordinasi ASEAN: 
 
(a)    menyiapkan pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi 
ASEAN; 
 
(b)  mengoordinasikan pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan 
keputusan-keputusan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN; 
 
(c) berkoordinasi dengan Dewan-Dewan Komunitas ASEAN untuk 
meningkatkan keterpaduan kebijakan, efisiensi, dan kerja sama 
antar-mereka; 
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(d) mengoordinasikan laporan-laporan Dewan-Dewan Komunitas 
ASEAN kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN; 
 
(e)  mempertimbangkan laporan tahunan Sekretaris Jenderal 
mengenai hasil kerja ASEAN; 
 
(f) mempertimbangkan laporan Sekretaris Jenderal mengenai fungsi-
fungsi dan kegiatan-kegiatan Sekretariat ASEAN serta badan-
badan relevan lain; 
 
(g)  menyetujui pengangkatan dan pengakhiran para Deputi Sekretaris 
Jenderal ASEAN berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal; 
dan 
 
(h)  menjalankan tugas-tugas lain yang diatur dalam Piagam ini atau 
fungsi-fungsi lainnya seperti yang ditetapkan oleh Konferensi 
Tingkat Tinggi ASEAN; 
 
3. Dewan Koordinasi ASEAN didukung oleh pejabat-pejabat tinggi yang 
relevan. 
 
 
PASAL 9 
DEWAN KOMUNITAS ASEAN 
 
1. Dewan-Dewan Komunitas ASEAN terdiri atas Dewan Komunitas Politik-
Keamanan ASEAN, Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Dewan 
Komunitas Sosial Budaya ASEAN. 
 
2. Dewan Komunitas ASEAN masing-masing mencakupi Badan-Badan 
Kementerian Sektoral ASEAN yang relevan. 
 
3. Negara Anggota masing-masing menunjuk perwakilan nasionalnya untuk 
setiap pertemuan Dewan Komunitas ASEAN. 
 
4. Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan dari setiap tiga pilar Komunitas 
ASEAN, Dewan Komunitas ASEAN masing-masing: 
 
(a) menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Tingkat 
Tinggi ASEAN yang relevan; 
 
(b) mengoordinasikan kerja dari berbagai sektor yang berada di 
lingkupnya, dan isu-isu lintas Dewan Komunitas lainnya; dan 
 
(c)   menyerahkan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi 
kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN mengenai hal-hal yang 
berada di lingkupnya. 
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5. Dewan Komunitas ASEAN masing-masing mengadakan pertemuan 
sekurang-kurangnya dua kali setahun dan diketuai oleh Menteri yang tepat dari 
Negara Anggota yang menjabat Ketua ASEAN. 
 
6. Dewan Komunitas ASEAN masing-masing didukung oleh pejabat -pejabat 
tinggi yang relevan. 
 
 
PASAL 10 
BADAN KEMENTERIAN SEKTORAL 
 
1. Badan-Badan Kementerian Sektoral ASEAN: 
 
(a) berfungsi sesuai dengan mandat masing-masing yang telah 
ditetapkan; 
 
(b) melaksanakan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan 
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang berada di lingkupnya; 
 
(c) memperkuat kerja sama di  bidang masing-masing untuk 
mendukung integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN; dan 
 
(d) menyerahkan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi 
kepada Dewan Komunitas masing-masing.  
 
2. Badan Kementerian Sektoral ASEAN masing-masing melingkupi para 
pejabat tinggi yang relevan dan badan-badan subsider untuk 
melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana tercantum pada Lampiran 
1. Lampiran ini dapat diperbarui oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atas 
rekomendasi dari Komite Wakil Tetap tanpa merujuk pada ketentuan 
mengenai Amendemen dalam Piagam ini. 
 
 
PASAL 11 
SEKRETARIS JENDERAL ASEAN DAN SEKRETARIAT ASEAN 
 
1. Sekretaris Jenderal ASEAN diangkat oleh Konferensi Tingkat Tinggi 
ASEAN untuk masa jabatan lima tahun yang tidak dapat diperbarui, yang dipilih 
dari warga negara dari Negara-Negara Anggota ASEAN berdasarkan rotasi 
secara alfabetis, dengan pertimbangan integritas, kemampuan dan pengalaman 
profesional, serta kesetaraan jender. 
 
2. Sekretaris Jenderal ASEAN: 
 
Sekretaris Jenderal wajib: 
 
(a) menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan tinggi ini sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan Piagam ini dan instrumen-instrumen 
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ASEAN yang relevan, protokol-protokol, dan praktik-praktik yang 
berlaku; 
 
(b) memfasilitasi dan memonitor perkembangan dalam pelaksanaan 
perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan ASEAN, dan 
menyampaikan laporan tahunan mengenai hasil kerja ASEAN 
kepada KTT ASEAN; 
 
(c) berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat 
Tinggi ASEAN, Dewan-Dewan Komunitas ASEAN, Dewan 
Koordinasi ASEAN, dan Badan-Badan Kementerian Sektoral 
ASEAN serta pertemuan-pertemuan ASEAN lain yang relevan; 
 
(d) menyampaikan pandangan-pandangan ASEAN dan berpartisipasi 
dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak eksternal yang 
sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disetujui dan 
mandat yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal; dan 
 
(e) merekomendasikan pengangkatan dan pengakhiran para Deputi 
Sekretaris Jenderal kepada Dewan Koordinasi ASEAN untuk 
mendapat persetujuan;   
 
3. Sekretaris Jenderal juga menjabat sebagai Pejabat Kepala Administrasi 
ASEAN; 
 
4. Sekretaris Jenderal dibantu oleh 4 (empat) Deputi Sekretaris Jenderal 
dengan pangkat dan status Deputi Menteri. Para Deputi Sekretaris Jenderal 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan fungsi-
fungsinya; 
 
5. Keempat Deputi Sekretaris Jenderal berasal dari kewarganegaraan yang 
berbeda dengan Sekretaris Jenderal dan dari empat Negara Anggota ASEAN 
yang berbeda; 
 
6. Keempat Deputi Sekretaris Jenderal terdiri atas: 
 
(a)   dua Deputi Sekretaris Jenderal yang akan bertugas dalam jangka 
waktu tiga tahun yang tidak dapat diperpanjang, dipilih dari warga 
negara Negara-Negara Anggota ASEAN berdasarkan rotasi 
alfabetis, dengan mempertimbangkan integritas, kualifikasi, 
kompetensi, pengalaman, kesetaraan gender; dan 
 
(b)   dua Deputi Sekretaris Jenderal yang akan bertugas dalam jangka 
waktu tiga tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu tiga 
tahun berikutnya. Kedua Deputi Sekretaris Jenderal ini akan 
direkrut secara terbuka, berdasarkan asas kepatutan. 
 
7. Sekretariat ASEAN terdiri atas Sekretaris Jenderal dan staf sesuai 
dengan kebutuhan. 
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8. Sekretaris Jenderal dan staf wajib: 
 
(a) menegakkan standar tertinggi dalam hal integritas, efisiensi, dan 
kompetensi dalam kinerja tugas mereka; 
 
(b) tidak meminta atau menerima instruksi-instruksi dari pemerintah 
mana pun atau dari pihak eksternal di luar ASEAN; dan 
 
(c) menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat merendahkan 
posisi mereka karena pejabat Sekretariat ASEAN hanya 
bertanggung jawab kepada ASEAN. 
 
9. Negara Anggota ASEAN masing-masing menghormati karakter ASEAN 
yang eksklusif dalam hal tanggung jawab Sekretaris Jenderal ASEAN dan staf, 
serta tidak berusaha memengaruhi mereka untuk melepaskan tanggung 
jawabnya. 
 
 
PASAL 12 
KOMITE WAKIL TETAP ASEAN 
 
1. Negara Anggota ASEAN masing-masing mengangkat seorang Wakil 
Tetap untuk ASEAN dengan gelar Duta Besar yang berkedudukan di Jakarta. 
 
2. Para Wakil Tetap secara kolektif menjadi Komite Wakil Tetap, yang 
berkewajiban: 
 
(a) mendukung kerja Dewan-Dewan Komunitas ASEAN dan Badan-
Badan Kementerian Sektoral ASEAN; 
 
(b) berkoordinasi dengan Sekretariat-Sekretariat Nasional ASEAN dan 
Badan-Badan Kementerian Sektoral ASEAN lain; 
 
(c) menjadi penghubung ke Sekretaris Jenderal ASEAN dan 
Sekretariat ASEAN dalam semua bidang yang relevan dengan 
kerjanya; 
 
(d) memfasilitasi kerja sama ASEAN dengan mitra-mitra eksternal; 
dan 
 
(e) menjalankan fungsi-fungsi lainnya yang akan ditentukan oleh 
Dewan Koordinasi ASEAN. 
 
 
PASAL 13  
SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN 
 
Negara Anggota ASEAN masing-masing membentuk Sekretariat Nasional 
ASEAN yang: 
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(a)   bertugas sebagai focal  point pada tingkat nasional; 
 
(b)   menjadi penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada 
tingkat nasional; 
 
(c)    mengoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada 
tingkat nasional; 
 
(d) mengoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk 
pertemuan-pertemuan ASEAN; 
 
(e)    memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; dan 
 
(f)     berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN. 
 
 
PASAL 14  
BADAN HAK ASASI MANUSIA ASEAN 
 
1. Selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait 
dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, 
ASEAN wajib membentuk badan hak asasi manusia ASEAN. 
 
2. Badan hak asasi manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka 
acuan yang akan ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. 
 
 
PASAL 15 
YAYASAN ASEAN 
 
1. Yayasan ASEAN wajib mendukung Sekretaris Jenderal ASEAN dan 
bekerja sama dengan badan-badan ASEAN yang relevan untuk mendukung 
pembentukan komunitas ASEAN dengan memajukan kesadaran yang lebih 
tinggi mengenai identitas ASEAN, interaksi antar-rakyat, dan kerja sama yang 
erat antar sektor bisnis, masyarakat sipil, akademisi dan para pemangku 
kepentingan lain di ASEAN. 
 
2. Yayasan ASEAN bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, 
yang akan menyampaikan laporannya kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 
melalui Dewan Koordinasi ASEAN. 
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BAB V 
ENTITAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ASEAN 
 
PASAL 16 
ENTITAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ASEAN 
 
 
1. ASEAN dapat melibatkan entitas-entitas yang mendukung Piagam 
ASEAN, terutama tujuan-tujuan dan prinsip-prinsipnya. Entitas-entitas dimaksud 
tercatat dalam Lampiran 2. 
 
2.  Aturan-aturan pelaksanaan dan kriteria keterlibatan diatur oleh Komite 
Wakil Tetap atas rekomendasi Sekretaris Jenderal ASEAN. 
 
3. Lampiran 2 dapat diperbarui oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atas 
rekomendasi Komite Wakil Tetap tanpa merujuk ketentuan mengenai 
Amendemen dalam Piagam ini. 
 
 
 
BAB VI 
KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA 
 
 
PASAL 17 
KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA ASEAN 
 
1. ASEAN memiliki kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa di wilayah 
Negara-Negara Anggota sebagaimana diperlukan untuk mencapai tujuan-
tujuannya. 
 
2. Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa akan diatur dalam perjanjian-
perjanjian terpisah antara ASEAN dan Negara Anggota yang menjadi tuan 
rumah. 
 
 
PASAL 18 
KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA SEKRETARIS JENDERAL ASEAN DAN 
STAF SEKRETARIAT ASEAN 
 
1. Sekretaris Jenderal ASEAN dan staf Sekretariat ASEAN yang ikut serta 
dalam kegiatan-kegiatan resmi ASEAN atau mewakili ASEAN di Negara-Negara 
Anggotanya, memperoleh kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa 
sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara mandiri. 
 
2. Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dimaksud yang diatur dalam 
Pasal ini akan dituangkan dalam perjanjian ASEAN secara terpisah. 
 
 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Terjemahan 
 14 
PASAL 19 
KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA WAKIL TETAP DAN PEJABAT YANG 
MELAKSANAKAN TUGAS ASEAN 
 
1. Wakil Tetap dari Negara-Negara Anggota untuk ASEAN dan pejabat-
pejabat dari Negara-Negara Anggota yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan 
resmi ASEAN atau mewakili ASEAN di Negara-Negara Anggota memiliki 
kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa sebagaimana diperlukan untuk 
melaksanakan fungsi-fungsinya. 
 
2. Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa Wakil Tetap dan pejabat-
pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN diatur oleh Konvensi Wina tahun 
1961 tentang Hubungan Diplomatik atau sesuai dengan hukum nasional Negara 
Anggota ASEAN terkait. 
 
 
 
BAB VII 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
 
PASAL 20 
KONSULTASI DAN KONSENSUS 
 
1. Sebagai prinsip dasar, pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan 
pada konsultasi dan konsensus. 
 
2. Apabila konsensus tidak dapat dicapai, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 
dapat memutuskan bagaimana suatu keputusan tertentu dapat diambil. 
 
3. Tidak satu pun pada ayat 1 dan 2 dalam Pasal ini akan memengaruhi 
cara-cara pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam instrumen-
instrumen hukum ASEAN yang relevan. 
 
4. Dalam hal suatu pelanggaran serius terhadap Piagam atau 
ketidakpatuhan, hal dimaksud wajib dirujuk ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 
untuk diputuskan. 
 
 
PASAL 21 
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR 
 
1. Tiap Dewan Komunitas ASEAN wajib menentukan aturan 
pelaksanaannya masing-masing. 
 
2.  Dalam pelaksanaan komitmen-komitmen ekonomi, suatu rumusan untuk 
partisipasi yang fleksibel, termasuk rumusan ASEAN Minus X, dapat 
diberlakukan apabila terdapat konsensus untuk melaksanakannya.  
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BAB VIII 
PENYELESAIAN SENGKETA 
 
PASAL 22 
PRINSIP UMUM 
 
1. Negara-Negara Anggota wajib berupaya menyelesaikan secara damai 
semua sengketa dengan cara yang tepat waktu melalui dialog, konsultasi, dan 
negosiasi. 
 
2. ASEAN wajib memelihara dan membentuk mekanisme-mekanisme 
penyelesaian sengketa dalam segala bidang kerja sama ASEAN. 
 
 
PASAL 23 
JASA BAIK, KONSILIASI, DAN MEDIASI 
 
1. Negara-Negara Anggota yang merupakan para pihak dalam suatu 
sengketa dapat sewaktu-waktu sepakat untuk menggunakan jasa baik, 
konsiliasi, atau mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan batas 
waktu yang disepakati. 
 
2. Para pihak dalam sengketa dapat meminta Ketua ASEAN atau Sekretaris 
Jenderal ASEAN, bertindak dalam kapasitas ex-officio, menyediakan jasa-jasa 
baik, konsiliasi, atau mediasi.  
 
 
PASAL 24 
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM INSTRUMEN TERTENTU  
 
1. Sengketa-sengketa yang terkait dengan instrumen-instrumen ASEAN 
tertentu wajib diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan prosedur-
prosedur seperti diatur dalam instrumen dimaksud.  
 
2. Sengketa-sengketa yang tidak berkenaan dengan penafsiran atau 
penerapan setiap instrumen ASEAN wajib diselesaikan secara damai sesuai 
dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara dan aturan-
aturan pelaksanaannya.  
 
3. Apabila secara khusus tidak ditentukan sebaliknya, sengketa-sengketa 
yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan perjanjian-perjanjian 
ekonomi ASEAN wajib diselesaikan sesuai dengan  Protokol ASEAN tentang 
Enhanced Dispute Settlement Mechanism. 
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PASAL 25 
PEMBENTUKAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA 
 
Apabila secara khusus tidak ditentukan sebaliknya, mekanisme penyelesaian 
sengketa yang tepat, termasuk arbitrase, wajib dibentuk untuk sengketa yang 
berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Piagam ini dan instrumen-
instrumen ASEAN yang lain.  
 
 
PASAL 26 
SENGKETA YANG TIDAK TERSELESAIKAN 
 
Apabila suatu sengketa tetap tidak terselesaikan, setelah penerapan ketentuan-
ketentuan terdahulu dari Bab ini, maka sengketa ini wajib dirujuk ke Konferensi 
Tingkat Tinggi ASEAN, untuk keputusannya. 
 
 
PASAL 27 
KEPATUHAN 
 
1. Sekretaris Jenderal ASEAN, dibantu oleh Sekretariat ASEAN atau setiap 
badan ASEAN lainnya yang ditunjuk, wajib memantau kepatuhan terhadap 
temuan-temuan, rekomendasi-rekomendasi atau keputusan-keputusan yang 
dihasilkan dari suatu mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN, dan 
menyampaikan laporan ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. 
 
2. Setiap Negara Anggota yang tekena akibat dari ketidakpatuhan terhadap 
temuan-temuan, rekomendasi-rekomendasi atau keputusan-keputusan yang 
dihasilkan dari suatu mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN, dapat 
menyampaikan hal dimaksud ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk 
diputuskan. 
 
 
PASAL 28 
KETENTUAN PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN 
PROSEDUR INTERNASIONAL YANG RELEVAN LAINNYA 
 
Kecuali diatur sebaliknya di dalam Piagam ini, Negara-Negara Anggota berhak 
untuk beralih ke cara-cara penyelesaian sengketa secara damai seperti 
tercantum dalam Pasal 33(1) dari Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa atau 
instrumen hukum internasional yang lain yang di dalamnya Negara-Negara 
Anggota yang bersengketa merupakan para pihak.  
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BAB IX 
ANGGARAN DAN KEUANGAN 
 
PASAL 29 
PRINSIP UMUM 
 
1. ASEAN akan menyusun aturan-aturan dan prosedur-prosedur keuangan 
yang sesuai dengan standar internasional. 
 
2. ASEAN akan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik 
pengelolaan keuangan yang sehat dan tertib anggaran. 
 
3. Rekening-rekening keuangan wajib diaudit internal dan eksternal. 
 
 
 
PASAL 30 
ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT ASEAN 
 
1. Sekretariat ASEAN wajib disediakan sumber-sumber keuangan yang 
diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif. 
 
2. Anggaran operasional Sekretariat ASEAN wajib dipenuhi oleh Negara-
Negara Anggota ASEAN melalui kontribusi tahunan yang setara yang 
dibayarkan secara tepat waktu. 
 
3. Sekretaris Jenderal wajib menyiapkan anggaran operasional tahunan 
Sekretariat ASEAN untuk mendapat persetujuan dari Dewan Koordinasi ASEAN 
berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap. 
 
4. Sekretariat ASEAN bekerja sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur-
prosedur keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Koordinasi ASEAN 
berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap. 
 
 
 
BAB X 
ADMINISTRASI DAN PROSEDUR 
 
PASAL 31 
KETUA ASEAN 
 
1. Kepemimpinan ASEAN bergilir secara tahunan, berdasarkan urutan 
alfabetis nama Negara-Negara Anggota dalam bahasa Inggris. 
 
2. ASEAN akan memiliki, dalam satu tahun kalender, suatu kepemimpinan 
tunggal dari Negara Anggota yang akan memangku kepemimpinan akan 
mengetuai: 
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(a) Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan konferensi-konferensi 
tingkat tinggi terkait; 
 
(b) Dewan Koordinasi ASEAN; 
 
(c) tiga Dewan Komunitas ASEAN; 
 
(d) apabila dimungkinkan, Badan-Badan Kementerian Sektoral dan 
pejabat-pejabat senior relevan; dan 
 
(e) Komite Wakil Tetap. 
 
 
PASAL 32 
PERAN KETUA ASEAN 
 
Negara Anggota yang memegang Kepemimpinan ASEAN wajib: 
 
(a) secara aktif memajukan dan meningkatkan kepentingan-kepentingan dan 
kemaslahatan ASEAN, termasuk upaya-upaya membangun suatu 
Komunitas ASEAN melalui inisiatif-inisiatif kebijakan, koordinasi, 
konsensus, dan kerja sama; 
 
(b) menjamin sentralitas ASEAN; 
 
(c) memastikan suatu tanggapan yang efektif dan tepat waktu terhadap isu-
isu mendesak atau situasi-situasi krisis yang memengaruhi ASEAN, 
termasuk menyediakan jasa-jasa baik dan pengaturan-pengaturan 
lainnya guna menyelesaikan masalah-masalah dimaksud dengan segera; 
 
(d) mewakili ASEAN dalam memperkuat dan memajukan hubungan yang 
lebih erat dengan mitra eksternal; dan 
 
(e) melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana 
dimandatkan. 
 
 
PASAL 33 
PROTOKOL DAN PRAKTIK DIPLOMATIK 
 
ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya wajib memegang teguh protokol dan 
praktik-praktik diplomatik yang telah ada dalam pelaksanaan seluruh kegiatan 
yang terkait dengan ASEAN. Setiap perubahan wajib disetujui Dewan Koordinasi 
ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap. 
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PASAL 34 
BAHASA KERJA ASEAN 
 
Bahasa kerja ASEAN adalah bahasa Inggris. 
 
 
 
 
BAB XI 
IDENTITAS DAN SIMBOL 
 
 
PASAL 35 
IDENTITAS ASEAN 
 
ASEAN wajib memajukan identitas ASEAN bersama dan rasa memiliki antar-
rakyatnya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan nilai 
bersama. 
 
PASAL 36 
SEMBOYAN ASEAN 
 
Semboyan ASEAN adalah ”Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas”. 
 
 
PASAL 37 
BENDERA ASEAN 
 
Bendera ASEAN seperti yang termuat pada Lampiran 3. 
 
 
PASAL 38 
LAMBANG ASEAN 
 
Lambang ASEAN seperti yang termuat pada Lampiran 4. 
 
 
PASAL 39 
HARI ASEAN 
 
Tanggal delapan Agustus diperingati sebagai Hari ASEAN. 
 
 
PASAL 40 
LAGU ASEAN 
 
ASEAN memiliki sebuah lagu ASEAN. 
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BAB XII 
HUBUNGAN EKSTERNAL 
 
PASAL 41 
PELAKSANAAN HUBUNGAN EKSTERNAL 
 
1. ASEAN akan mengembangkan hubungan yang bersahabat dan dialog, 
kerja sama, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara, 
dan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga sub-kawasan, kawasan, dan 
internasional. 
 
2. Hubungan eksternal ASEAN akan memegang teguh tujuan-tujuan dan 
prinsip-prinsip sebagaimana dinyatakan dalam Piagam ini. 
 
3. ASEAN wajib menjadi kekuatan penggerak utama dalam tatanan 
kawasan yang diprakarsainya dan mempertahankan sentralitasnya dalam kerja 
sama kawasan serta pembentukan komunitas. 
 
4. Dalam pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN, Negara-Negara 
Anggota akan, atas dasar persatuan dan solidaritas, berkoordinasi dan berupaya 
mengembangkan posisi-posisi bersama dan mengambil tindakan-tindakan 
bersama. 
 
5. Arah kebijakan strategis hubungan eksternal ASEAN ditentukan oleh 
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN berdasarkan rekomendasi Pertemuan para 
Menteri Luar Negeri ASEAN. 
 
6. Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN akan memastikan 
konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN. 
 
7. ASEAN dapat menandatangani perjanjian-perjanjian dengan negara-
negara atau organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga sub-kawasan, 
kawasan dan internasional. Prosedur pembuatan perjanjian dimaksud diatur 
oleh Dewan Koordinasi ASEAN melalui konsultasi dengan Dewan Komunitas 
ASEAN. 
 
 
PASAL 42 
KOORDINATOR DIALOG 
 
1.  Negara-Negara Anggota, yang bertindak sebagai Negara Koordinator, 
akan secara bergantian untuk bertanggung jawab sepenuhnya dalam 
mengoordinasikan dan memajukan kepentingan-kepentingan ASEAN dalam 
hubungannya dengan Mitra-Mitra Wicara, organisasi-organisasi dan lembaga-
lembaga kawasan dan internasional yang relevan. 
 
2. Dalam hubungan dengan mitra-mitra eksternal, Negara Koordinator 
tersebut  wajib, antara lain: 
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(a) mewakili ASEAN dan meningkatkan hubungan atas dasar saling 
menghormati dan kesetaraan, sesuai dengan prinsip-prinsip 
ASEAN; 
 
(b) bersama-sama mengetuai pertemuan-pertemuan yang relevan 
antara ASEAN dan mitra-mitra eksternal; dan 
 
(c) didukung oleh Komite-Komite ASEAN yang relevan di Negara-
Negara Ketiga dan Organisasi-Organisasi Internasional. 
 
 
PASAL 43 
KOMITE ASEAN DI NEGARA KETIGA DAN                                               
ORGANISASI INTERNASIONAL 
 
1. Komite-Komite ASEAN di Negara-Negara Ketiga dapat dibentuk di 
negara-negara non-ASEAN yang terdiri atas kepala misi-misi diplomatik dari 
Negara-Negara Anggota ASEAN. Komite-Komite serupa dapat dibentuk pada 
organisasi-organisasi internasional. Komite-komite dimaksud wajib memajukan 
kepentingan-kepentingan dan identitas ASEAN di negara-negara tuan rumah 
dan organisasi internasional. 
 
2. Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN akan menentukan aturan-aturan 
pelaksanaan Komite-Komite dimaksud. 
 
 
PASAL 44 
STATUS PIHAK EKSTERNAL 
 
1. Dalam melaksanakan hubungan eksternal ASEAN, Pertemuan para 
Menteri Luar Negeri ASEAN dapat memberikan suatu status formal kepada 
pihak eksternal sebagai Mitra Wicara, Mitra Wicara Sektoral, Mitra 
Pembangunan, Pengamat Khusus, Tamu, atau status lainnya yang dapat 
ditetapkan selanjutnya. 
 
2. Pihak-pihak eksternal dapat diundang ke pertemuan-pertemuan ASEAN 
atau kegiatan-kegiatan kerja sama tanpa diberikan suatu status formal, sesuai 
dengan aturan pelaksanaannya. 
 
 
PASAL 45 
HUBUNGAN DENGAN SISTEM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN 
ORGANISASI DAN LEMBAGA INTERNASIONAL LAINNYA 
 
1. ASEAN dapat mengupayakan status yang layak dalam sistem 
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta dengan organisasi-organisasi dan lembaga-
lembaga sub-kawasan, kawasan, dan internasional lainnya. 
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2. Dewan Koordinasi ASEAN akan menentukan keikutsertaan ASEAN pada 
organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga sub-kawasan, kawasan, dan 
internasional lainnya. 
 
 
PASAL 46 
AKREDITASI NEGARA NON-ANGGOTA ASEAN PADA ASEAN 
 
Negara-Negara Non-Anggota ASEAN dan organisasi-organisasi antar-
pemerintah yang relevan dapat menunjuk dan mengangkat para Duta Besar 
pada ASEAN. Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN akan memutuskan 
pengangkatan dimaksud. 
 
 
 
BAB XIII 
KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP 
 
 
PASAL 47 
PENANDATANGANAN, PENGESAHAN,  
PENYIMPANAN, DAN PEMBERLAKUAN 
 
1. Piagam ini ditandatangani oleh seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN. 
 
2. Piagam ini berlaku dengan adanya pengesahan oleh seluruh Negara-
Negara Anggota ASEAN sesuai dengan prosedur internal masing-
masing. 
 
3. Instrumen pengesahan akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN 
yang akan segera memberitahukan ke seluruh Negara-Negara Anggota 
atas setiap penyimpanan. 
 
4. Piagam ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh sejak tanggal 
penyimpanan instrumen pengesahan kesepuluh oleh Sekretaris Jenderal 
ASEAN. 
 
 
PASAL 48 
AMENDEMEN 
 
1. Setiap Negara Anggota dapat mengusulkan amendemen Piagam. 
 
2. Usulan amendemen Piagam wajib disampaikan oleh Dewan Koordinasi 
ASEAN secara konsensus kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 
untuk dimintakan keputusan. 
 
3. Amendemen Piagam yang telah disepakati secara konsensus oleh 
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN wajib diratifikasi oleh seluruh Negara-
Negara Anggota sesuai dengan Pasal 47. 
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4. Suatu amendemen mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal 
penyimpanan instrumen pengesahan terakhir oleh Sekretaris Jenderal 
ASEAN. 
 
 
PASAL 49 
KERANGKA ACUAN DAN ATURAN PELAKSANAAN 
 
Kecuali dinyatakan lain dalam Piagam ini, Dewan Koordinasi ASEAN wajib 
menentukan kerangka acuan dan aturan-aturan pelaksanaan dan wajib 
menjamin konsistensinya. 
 
 
PASAL 50 
PENINJAUAN 
 
Piagam ini dapat ditinjau kembali setelah lima tahun berlaku atau ditentukan lain 
oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. 
 
 
PASAL 51 
PENAFSIRAN PIAGAM 
 
1. Berdasarkan permintaan dari setiap Negara Anggota, penafsiran Piagam 
wajib dilakukan oleh Sekretariat ASEAN sesuai dengan aturan-aturan 
pelaksanaan yang ditentukan oleh Dewan Koordinasi ASEAN. 
 
2. Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran Piagam wajib diselesaikan 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Bab VIII. 
 
3. Judul utama dan judul yang dipergunakan dalam Piagam hanya 
dimaksudkan sebagai acuan. 
 
 
PASAL 52 
KEBERLANJUTAN HUKUM 
 
1. Seluruh traktat, konvensi, perjanjian, concords, deklarasi, protocol, dan 
instrumen-instrumen ASEAN lainnya yang telah berlaku sebelum 
berlakunya Piagam ini akan tetap berlaku. 
 
2. Dalam hal terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban Negara-Negara 
Anggota ASEAN dalam instrumen-instrumen tersebut dan Piagam ini, 
Piagamlah yang berlaku. 
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PASAL 53 
NASKAH ASLI 
 
Naskah asli Piagam dalam bahasa Inggris yang ditandatangani disimpan oleh 
Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib menyediakan salinan resmi kepada 
setiap Negara Anggota. 
 
 
 
PASAL 54 
PENDAFTARAN PIAGAM ASEAN 
 
Piagam ini wajib didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN kepada 
Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Pasal 102 ayat 1 Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
 
 
 
PASAL 55 
ASET ASEAN 
 
Aset-aset dan dana-dana Organisasi wajib diatasnamakan ASEAN. 
  
 
Dibuat di Singapura pada tanggal dua puluh November tahun dua ribu tujuh, 
dalam satu naskah asli berbahasa Inggris.  
 
 
 
Untuk Brunei Darussalam:  
 
Ttd 
 
HAJI HASSANAL BOLKIAH  
Sultan Brunei Darussalam  
 
 
Untuk Kerajaan Cambodia:  
 
Ttd 
 
SAMDECH HUN SEN  
Perdana Menteri 
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Untuk Republik Indonesia:  
 
Ttd 
 
DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
Presiden 
  
 
Untuk Republik Demokratik Rakyat Lao:  
 
Ttd 
 
BOUASONE BOUPHAVANH  
Perdana Menteri  
 
 
Untuk Malaysia:  
 
Ttd 
 
DATO’ SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI  
Perdana Menteri  
 
 
Untuk Uni Myanmar:  
 
Ttd 
 
JENDERAL THEIN SEIN 
Perdana Menteri 
 
Untuk Republik Filipina:  
 
Ttd 
 
GLORIA MACAPAGAL-ARROYO  
Presiden  
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Untuk Republik Singapura:  
 
Ttd 
 
LEE HSIEN LOONG  
Perdana Menteri  
 
 
Untuk Kerajaan Thailand:  
 
Ttd 
 
JENDERAL (PURN) SURAYUD CHULANONT  
Perdana Menteri  
 
Untuk Republik Sosialis Viet Nam:  
 
Ttd 
 
NGUYEN TAN DUNG  
Perdana Menteri  
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BADAN KEMENTERIAN SEKTORAL ASEAN 
 
 
I. KOMUNITAS POLITIK-KEAMANAN ASEAN 
 
1. Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) 
· Pertemuan Pejabat Tinggi ASEAN (ASEAN SOM) 
· Komite Tetap ASEAN (ASC) 
· Pertemuan Pejabat Tinggi mengenai Perencanaan 
Pembangunan (SOMDP) 
 
2. Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ 
Commission) 
· Komite Eksekutif Komisi SEANWFZ 
 
3. Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi Pertahanan ASEAN 
(ADSOM) 
 
4. Pertemuan Para Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi Hukum ASEAN (ASLOM) 
 
5. Pertemuan Para Menteri bidang Kejahatan Lintas-Negara 
ASEAN (AMMTC) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Kejahatan Lintas-
Negara (SOMTC) 
· Pejabat-pejabat Tinggi ASEAN mengenai Hal-hal Narkotika 
dan Obat-Obatan Terlarang (ASOD) 
· Pertemuan Para Direktur Jenderal Departemen Imigrasi dan 
Para Kepala Divisi Konsuler Kementerian Luar Negeri 
(DGICM) 
 
6. Forum Regional ASEAN (ARF) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi Forum Regional ASEAN 
(ARF SOM) 
 
 
II. KOMUNITAS EKONOMI ASEAN 
 
1. Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) 
· Gugus Tugas Tingkat Tinggi Integrasi Ekonomi ASEAN 
(HLTF-EI) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi Ekonomi (SEOM) 
 
2. Dewan Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) 
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3. Dewan Area Investasi ASEAN (AIA) 
 
4. Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEAN (AFMM) 
· Pertemuan Para Deputi Menteri Keuangan dan Bank Sentral 
(AFDM) 
 
5. Pertemuan Para Menteri ASEAN bidang Pertanian dan 
Kehutanan (AMAF) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi AMAF (SOM AMAF) 
· Pejabat-pejabat Tinggi ASEAN bidang Kehutanan (ASOF) 
 
6. Pertemuan Para Menteri Energi ASEAN (AMEM) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi Energi (SOME) 
 
7. Pertemuan Para Menteri Mineral ASEAN (AMMin) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi Mineral ASEAN (ASOMM) 
 
8. Pertemuan Para Menteri Ilmu Pengetahuan and Teknologi 
ASEAN (AMMST) 
· Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (COST) 
 
9. Pertemuan Para Menteri Telekomunikasi dan Informasi ASEAN 
(TELMIN) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi Telekomunikasi dan Informasi 
(TELSOM)  
· Dewan Pengatur Telekomunikasi ASEAN (ATRC) 
 
10. Pertemuan Para Menteri Transportasi ASEAN (ATM) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi Transportasi (STOM) 
 
11. Pertemuan Para Menteri Pariwisata ASEAN (M-ATM) 
· Pertemuan Organisasi-organisasi Nasional Pariwisata 
ASEAN (ASEAN NTOs) 
 
12. Kerjasama Pembangunan Mekong Basin ASEAN (AMBDC)1 
· Komite Pengarah Kerjasama Pembangunan Mekong Basin 
ASEAN (AMBDC SC) 
· Komite Keuangan Tingkat Tinggi (HLFC) 
 
 
13. Pusat ASEAN untuk Energi  
14. Pusat ASEAN-Jepang di Tokyo 
 
 
                                         
1 Merupakan mekanisme bersama ASEAN-China. 
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III. KOMUNITAS SOSIAL-BUDAYA ASEAN 
 
1. Menteri-Menteri Informasi ASEAN (AMRI) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi Informasi (SOMRI) 
 
2. Menteri-menteri Budaya dan Seni ASEAN (AMCA) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Budaya dan Seni 
(SOMCA) 
 
3. Pertemuan Para Menteri Pendidikan ASEAN (ASED) 
· Pejabat-pejabat Tinggi bidang Pendidikan (SOM-ED) 
 
4. Pertemuan Para Menteri ASEAN bidang Manejemen Bencana 
(AMMDM) 
· Komite ASEAN bidang Penanganan Bencana (ACDM) 
 
5. Pertemuan Para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN (AMME) 
· Pejabat-pejabat Tinggi Lingkungan Hidup ASEAN (ASOEN) 
 
6. Pertemuan Para Menteri Kesehatan ASEAN (AHMM) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pembangunan 
Kesehatan (SOMHD) 
 
7. Pertemuan Para Menteri Tenaga Kerja ASEAN (ALMM) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Tenaga Kerja (SLOM) 
· Komite ASEAN mengenai Implementasi Deklarasi ASEAN 
tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja 
 
8. Menteri-menteri ASEAN bidang Pembangunan Pedesaan dan 
Pengentasan Kemiskinan (AMRDPE) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pembangunan 
Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan (SOMRDPE) 
 
9. Pertemuan Para Menteri Kesejahteraan Sosial dan 
Pembangunan ASEAN (AMMSWD) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi Kesejahteraan Sosial dan 
Pembangunan (SOMSWD) 
 
10. Pertemuan Para Menteri Pemuda ASEAN (AMMY) 
· Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pemuda (SOMY) 
 
11. Konperensi ASEAN Mengenai Hal-hal Pelayanan Sipil (ACCSM) 
· Konperensi ASEAN mengenai Hal-hal Pelayanan Sipil 
(ACCSM-SOM) 
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12. Pusat Keanekaragaman Biologi ASEAN 
13. Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam 
Penanganan Bencana (AHA Centre) 
14. Pusat Informasi Gempa Bumi ASEAN  
15. Pusat Meteorologi Terspesialisasi ASEAN 
16. Jejaring Universitas ASEAN (AUN) 
 
 
. . . . . 
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ENTITAS-ENTITAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ASEAN 
 
 
I. PARLEMEN 
 
Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA) 
 
II. ORGANISASI-ORGAN ISASI BISNIS 
 
Pertemuan Perusahaan Penerbangan ASEAN 
Asosiasi Aliansi Suplemen Kesehatan ASEAN 
Federasi Otomotif ASEAN 
Asosiasi Para Bankir ASEAN 
Dewan Penasehat Bisnis ASEAN 
Forum Bisnis ASEAN 
Kamar Dagang dan Industri ASEAN 
Dewan Industri-Industri Kimia ASEAN 
Federasi Industri-Industri Tekstil ASEAN 
Dewan Industri-Industri Furnitur ASEAN 
Dewan Asuransi ASEAN 
Asosiasi Kekayaan Intelektual ASEAN 
Asosiasi Bandar Udara-Bandar Udara Internasional ASEAN 
Federasi Industri Besi dan Baja ASEAN 
Perkumpulan Farmasi ASEAN 
Asosiasi Pariwisata ASEAN 
Federasi Asosiasi-Asosiasi Ekonomi ASEAN 
Federasi Dewan Pengelola Kargo ASEAN 
Dewan Bisnis ASEAN-Amerika Serikat 
 
 
III. LEMBAGA-LEMBAGA PENELITIAN DAN AKADEMIK ASEAN 
 
Jejaring ASEAN-ISIS 
 
 
IV. ORGANISASI-ORGANISASI MASYARAKAT MADANI YANG 
TERAKREDITASI 
 
Perhimpunan Akademi-Akademi ASEAN di bidang Sains, Permesinan dan 
Teknologi 
Akademi Ilmu Permesinan dan Teknologi ASEAN 
Asosiasi Ilmu Pengetahuan Laboratorium Klinis ASEAN 
Asosiasi Perencanaan dan Perumahan ASEAN 
Asosiasi Ahli-Ahli Radiologi ASEAN 
Konfederasi Catur ASEAN 
Konfederasi Perusahaan-Perusahaan ASEAN 
Konfederasi Organisasi Wanita ASEAN 
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Federasi Para Konstruktor ASEAN 
Asosiasi Kosmetika ASEAN 
Dewan ASEAN untuk Alumni-Alumni Jepang 
Dewan Para Guru ASEAN 
Federasi Kesehatan Jiwa dan Psikiatrik ASEAN 
Federasi Para Akuntan ASEAN 
Federasi Para Kontraktor Tehnik Kelistrikan 
Federasi Organisasi Permesinan ASEAN 
Federasi Perkumpulan-Perkumpulan Olahraga Penerbangan ASEAN 
Federasi Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Jasa Pengiriman ASEAN 
Federasi Yayasan Jantung ASEAN 
Federasi Geomatika dan Survei Lahan 
Federasi Asosiasi Pertambangan ASEAN 
Federasi Perikanan ASEAN 
Federasi Sepakbola ASEAN 
Perkumpulan Industri Produk-Produk Kehutanan ASEAN 
Asosiasi Mahasiswa-Mahasiswa Kehutanan ASEAN 
Asosiasi Promosi dan Pengembangan Kerajinan Tangan ASEAN 
Dewan Penggemar Layang-Layang ASEAN 
Asosiasi Hukum ASEAN 
Asosiasi Mahasiswa-Mahasiswa Hukum ASEAN  
Asosiasi Industri Musik ASEAN 
Asosiasi Masyarakat Bedah Syaraf ASEAN 
Koalisi LSM ASEAN mengenai Masalah-masalah Penuaan 
Oragnisasi-Organisasi Non-Pemerintah ASEAN untuk Pencegahan 
Penyalahgunaan Obat-obatan Terlarang dan Bahan-Bahan Substantif 
Grup Produsen-Produsen Oleochemical ASEAN 
Asosiasi Ortopedik ASEAN 
Federasi Dokter Anak ASEAN  
Federasi Olah Raga Udara ASEAN 
Asosiasi Pelabuhan-Pelabuhan ASEAN 
Masyarakat Thalassemia ASEAN 
Asosiasi Pedagang Valuta Asing ASEAN 
Perkumpulan Minyak Sayuran ASEAN 
Kemitraan Asia untuk Pengembangan Sumber Daya di Pedesaan Asia 
Komite Kerjasama Pemuda ASEAN 
Federasi Konsultan-Konsultan Permesinan ASEAN 
Federasi Organisasi-Organisasi Hubungan Masyarakat ASEAN 
Federasi Asosiasi-Asosiasi Pemilik Kapal ASEAN 
Komite Asosiasi Medik Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 
Asosiasi Penyakit Rematik ASEAN 
Institute Kawasan Asia Tenggara untuk Komunitas dan Pendidikan 
Yayasan Program Pertukaran Regional Studi-Studi Asia Tenggara 
Konfederasi Para Veteran Negara-Negara ASEAN 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Terjemahan 
 33 
V. PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DI ASEAN LAINNYA 
 
ASEANAPOL  
Federasi Institut Ilmu dan Teknologi Pangan di ASEAN 
Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara 
Kelompok Kerja untuk Mekanisme Hak Azasi Manusia ASEAN 
 
. . . . . 
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Lampiran 3: Bendera ASEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, damai, bersatu, dan 
dinamis. Warna-warna yang tertuang dalam bendera--biru, merah, putih 
dan kuning--melambangkan warna-warna utama bendera-bendera 
Negara-Negara Anggota ASEAN.  
 
Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah menggambarkan 
keberanian dan dinamisme. Putih menunjukkan kesucian, sedangkan 
kuning melambangkan kemakmuran.  
 
Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh-tokoh pendiri 
ASEAN agar ASEAN yang beranggotakan seluruh negara yang berada di 
Asia Tenggara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan solidaritas. 
Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN.  
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Lampiran 4: Lambang ASEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lambang ASEAN menggambarkan ASEAN yang stabil, damai, bersatu, 
dan dinamis. Warna-warna yang tertuang dalam lambing--biru, merah, 
putih dan kuning--melambangkan warna-warna utama lambang-lambang 
Negara-Negara Anggota ASEAN.  
 
Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah menggambarkan 
keberanian dan dinamisme. Putih menunjukkan kesucian, sedangkan 
kuning melambangkan kemakmuran.  
 
Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh-tokoh pendiri 
ASEAN agar ASEAN yang beranggotakan seluruh negara yang berada di 
Asia Tenggara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan solidaritas. 
Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN.  
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